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BAB  I

PENDAHULUAN

A.Latar  Belakang 
                  Pembangunan  Nasional  merupakan  rangkaian  upaya   pembangunan 

      yang berkesinambungan yang meliputi seluruh  kehidupan masyarakat, bangsa 

      dan  negara  untuk  melaksanakan  tugas  mewujudkan  tujuan   nasional  yang 

      termaktub    dalam   Pembukaan   Undang-Undang   Dasar    Negara  Republik 

      Indonesia  Tahun  1945  (untuk  selanjutnya  disingkat UUD Negara RI Tahun 

      1945),    yaitu     melindungi   segenap   bangsa   dan   seluruh   tumpah   darah 
      Indonesia,  dan   untuk    memajukan     kesejahteraan    umum,  mencerdaskan 
      kehidupan bangsa, dan  ikut  melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

      kemerdekaan,  perdamaian  abadi, dan keadilan sosial.
  Pembangunan  Nasio- 

      nal  dilaksanakan  secara     berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, 
      dan   berlanjut    untuk    memacu  peningkatan   kemampuan   nasional  dalam 
      rangka  mewujudkan  kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain 
      yang  telah maju.  Pembangunan   Nasional   merupakan   usaha    peningkatan     
      kualitas   manusia,   dan   masyarakat   Indonesia,  yang  dilakukan secara ber- 

      kelanjutan,    berlandaskan     kemampuan    nasional,  dengan  memanfaatkan  
      kemajuan ilmu   pengetahuan, teknologi dan  seni   serta   memperhatikan tan-   
      tangan   perkembangan   global. Dalam pelaksanaannya mengacu  pada  kepri- 

      badian bangsa dan   nilai  luhur    yang   universal    untuk   mewujudkan kehi-   

      dupan  bangsa  yang   berdaulat,   mandiri,   berkeadilan,  sejahtera, maju, dan 
      kukuh kekuatan moral   dan etikanya.

                  Paham  ketertiban,  ketentraman  dan  kesejahteraan  yang   terkandung 

      dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun  1945  berkaitan  dengan  pembang- 
      unan  perikehidupan  rakyat  yang  tata tentrem kerta  raharja. Dengan adanya 
      ketertiban   di   segala  bidang  kehidupan,  maka  akan  tercapai  ketenteraman 
      lahir  dan  batin  dalam  masyarakat.  Dengan adanya  ketenteraman  lahir  dan  
      batin,      rakyat  akan  bergairah  dalam   berbagai  upaya  pembangunan    dan   
      dengan   meningkat   serta  meratanya  hasil-hasil  pembangunan  akan  terwu-  
      judlah   masyarakat  yang  sejahtera.

                  Salah  satu  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  bahkan    menghambat 

      upaya   mewujudkan   ketertiban,   ketenteraman     dan   kesejahteraan  adalah 

      timbulnya  berbagai  bentuk  kejahatan  di  dalam  masyarakat.  Pembangunan 
      yang  telah  berhasil  meningkatkan  taraf    kehidupan   rakyat  dapat  merosot 
      kembali   dengan  meningkatnya  tindak  kejahatan.  Tiap  masyarakat   senan-
      tiasa  berusaha  dan  menciptakan   berbagai   pendekatan    dan   sistem  untuk 
      mencegah  dan  menanggulangi  tindak  kejahatan  tersebut, termasuk di dalam
      nya  adalah  kejahatan  seksual  terhadap  perempuan.

                  Kejahatan  seksual  terhadap  perempuan   perlu   mendapatkan   perha-  

      tian  yang  serius,  terutama  akhir-akhir  ini  menunjukkan  gejala   peningkat- 

      an.  Seperti   sebuah   berita  yang  diwartakan  harian   Kompas   pada   Jumat 

      tanggal 9 Maret  2018, sebagai berikut  : 

                         Kasus   kekerasan, terutama    kekerasan  seksual,   terus  menimpa  
                   perempuan  di  Tanah Air. Berdasarkan     catatan    Komisi   Nasional  

                   Anti  Kekerasan  terhadap  Perempuan, tiap  hari   rata-rata  35 perem-

                   puan  di  Tanah   Air  menjadi  korban  kekerasan  seksual.   Beberapa 
                   kasus  mencuat  ke  publik   dan  mengundang  kecaman  serta   kema-  
                   rahan  masyarakat. Namun,   banyak   kasus  tenggelam  dan  terkubur 
                   dalam di rumah  korban.

                   Perbuatan  tersebut   dapat  terjadi  di  ranah  publik   (fasilitas  umum) 
      yang  dilakukan  dengan  kekerasan.   Sebagai  contoh, adalah   apa   yang   di-  

      wartakan  di  dalam sebuah media   massa  berikut :

                        Kekerasan seksual terhadap korban perempuan mengintai di tempat 

                  dan   fasilitas    umum,  seperti    jalan,  pemukiman   dan  taksi. Aparat 

                  Kepolisian  Daerah  Metro   Jaya   meringkus  para   pelaku   kekerasan 

                  seksual ini setelah peristiwa beredar viral di sosial media…..……….....

                  …………………………..Di perjalanan, korban  mengaku   dibelokkan 

                  ke  tempat   yang  sepi   dan   gelap.  Di  situlah   korban      mengalami  

                  pelecehan  seksual.

                  Terlebih  khusus,   perbuatan  tersebut    dilakukan   dengan  kekerasan  
      dan   yang  menjadi  korban  adalah  anak-anak,  seperti  yang    diwartakan  di 

      dalam  media  massa  sebagai  berikut :
                         Pelecehan   dan   kekerasan   seksual  terhadap  anak  terus  terjadi. 

                   Keberanian  melaporkan  dan  memproses  hukum   para  pelaku  akan  

                   membantu  mencegah  kejadian  berulang…………………………….

                   Pelecehan  seksual  terjadi  pada  setidaknya    tiga  siswa   SMPN 184 

                   Pekayon,Jakarta Timur, oleh  seorang  guru  honorer  berinisial AKN.

                   Pada  harian  yang  sama  di  hari  yang  berbeda, dimuat   berita  seba-  
      gai  berikut :
                        Kekerasan  seksual  terhadap  anak  masih  terus  terjadi  antara lain 

                  karena  lemahnya  upaya  pencegahan  di  samping korban tidak berani 

                  bicara. Kedua  hal  itu    selama   ini  kurang menjadi  fokus  perhatian, 

                  baik  di  tingkat  keluarga  lingkungan, sekolah, maupun  pemerintah.

                  Seksual  mempunyai  arti  berkenaan  dengan seks (jenis kelamin)  atau 

      berkenaan  dengan     perkara  persetubuhan  antara laki-laki  dan  perempuan.

      Kontak  jasmaniah   antar  manusia   untuk  memperoleh  kenikmatan  melalui  

      alat  kelamin  dikenal  dengan  istilah  hubungan  seks, senggama, persetubuh- 

      an   atau  sexual  intercourse. Senggama  yang  legal (tidak melanggar hukum) 

      adalah  yang dilakukan  dengan  prinsip-prinsip berikut :

      1.ada  ijin  (consent) dari  perempuan  yang disetubuhi;

      2.perempuan  tersebut  sudah cukup  umur, sehat  akalnya  dan  tidak    sedang      

         dalam  terikat  perkawinan  dengan  laki-laki  lain.

                   Ijin  (consent)  yang  sah  menurut  hukum  adalah   yang dengan sadar 

      (conscious), wajar  (naturally)  tanpa  keragu-raguan   (unequivocal)  dan  atas  

      kemauan  sendiri  (voluntary).  Ijin  tidak  sah, apabila  diperoleh  dengan  cara 
      paksaan (force), tipu  daya  (fraud)  atau menciptakan  ketakutan (fear). Ikatan 
      perkawinan  dapat   dianggap  sebagai  ijin     bagi    suami  untuk   melakukan 
      persetubuhan  dengan  isterinya.  Perempuan   dianggap   belum   cukup  umur 

      dalam  persetubuhan  apabila  belum  genap  15 (lima  belas)   tahun,  sehingga 

      secara  hukum  belum  diperbolehkan  memberikan  ijin,  sebab  dinilai  belum 

      mampu  memahami  segala  risiko  yang  timbul  dari  persetubuhan.
      

                   Peraturan  perundang-undangan  hukum  pidana  menggunakan  istilah  

      persetubuhan   tanpa  memberikan     penjelasan  apa  yang   dimaksud  dengan 

      persetubuhan  di    dalam    Memorie van Toelichting (Penjelasan Undang-Un-

      dang).  Di  samping itu,       ada  tindak pidana  persetubuhan  ada  pula  tindak 
      pidana perbuatan  cabul, sama  halnya  dengan  persetubuhan, perbuatan  cabul  

      juga  tiada   penjelasannya.  Menurut   Sugihastuti  dan  Siti  Hariti  Sastriyani, 
      cabul    berarti  keji, tidak  senonoh, melanggar  kesopanan  atau  kesusilaan.
 
      Perbuatan  cabul  berarti  perbuatan  keji, tidak  senonoh, yang  melanggar  ke-   
      sopanan    atau  melanggar  kesusilaan. Dalam  praktik    peradilan  pidananya,

      apabila   dalam  suatu  kasus  tidak   terbukti  “tindak     pidana  persetubuhan”  

      -nya, maka  akan  terbukti  “tindak  pidana  perbuatan  cabul”  -nya.
                    Secara  biologis  laki-laki  hanya  dapat  melakukan  persetubuhan  da 

      lam  keadaan  aktif  (keadaan  yang  menggambarkan  adanya  respon   seksual 

      yang  ditandai  dengan  keadaan  erectio penis). Sedangkan  perempuan  dalam 
      keadaan  aktif  maupun  pasif  dapat  melakukan  persetubuhan  atau  disetubu- 

      hi, sehingga   perempuan     dalam   keadaan   tidak   sadar/tidak  berdaya  atau  

      bahkan  dalam keadaan  sudah  mati  masih  dapat  disetubuhi. Oleh  sebab itu, 

      pelaku     kejahatan   seksual  terutama  kejahatan    persetubuhan  kebanyakan  
      berjenis  kelamin   laki-laki,   sehingga  dalam  rumusan   persetubuhan   harus  
      dibuktikan   adanya       unsur-unsur      erectio penis,     penetratio  penis   dan   
      ejaculatio  penis.  Apabila   tidak    terbukti/tidak     terpenuhinya  unsur-unsur       

      tersebut, maka  perbuatan   tersebut   hanya  merupakan   perbuatan  cabul.

                   Peraturan  perundang-undangan  hukum  pidana  menggunakan  istilah  
      persetubuhan  dan  perbuatan  cabul  tanpa  memberikan  penjelasan  apa yang 

      dimaksud  dengan    persetubuhan  dan apa yang dimaksud  dengan  perbuatan  

      cabul. Peraturan   perundang-undangan   hukum  pidana  yang  mengatur   ten-  

      tang  kejahatan-kejahatan  seksual  terhadap  perempuan   terdapat   di    dalam  
      Wetboek  van  Strafrecht   voor  Nederlandsch  Indie   yang  menurut Undang-

      Undang Negara RI  No. 1 Tahun 1946  tentang  Peraturan  Hukum  Pidana   jo 

      Undang-Undang Negara RI No.73 Tahun 1958 tentang Menyatakan   Berlaku- 

      nya Undang-Undang Negara RI No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan  Hukum 

      Pidana Untuk   Seluruh Wilayah   Republik   Indonesia  dan  Mengubah  Kitab 

      Undang-Undang  Hukum  Pidana   diakui   sebagai    Kitab     Undang-Undang

      Hukum Pidana (untuk selanjutnya disingkat KUHP). 
                   Berdasarkan  cara  pemeriksaannya, kejahatan-kejahatan  seksual  ter-    

      sebut  dapat  dibedakan  ke  dalam :
      1.Kejahatan-kejahatan    seksual  yang  menggunakan  rumusan  persetubuhan, 

         yang meliputi :

         a.Kejahatan  seksual  yang  dilakukan  di  dalam   ikatan   perkawinan   seba- 

            gaimana  diatur  di  dalam Pasal 288 KUHP;
         b.Kejahatan  seksual  yang dilakukan  di  luar  ikatan  perkawinan, yang  ter-  

            diri dari :
            1).Kejahatan-kejahatan  seksual   yang  dilakukan  dengan   ijin  atau   per-    

                setujuan  si  wanita, yang  terdiri  dari :
                a).Perbuatan   “overspel”    sebagaimana    diatur   di    dalam  Pasal 284 
                    KUHP;

                b).Perbuatan    bersetubuh  dengan seorang    wanita  padahal   diketahui  
                    atau       sepatutnya   harus   diduga    bahwa      umurnya  belum  lima  
                    belas  tahun   atau   kalau  umurnya    tidak      ternyata  bahwa  belum  
                    mampu  dikawin   sebagaimana  diatur  di  dalam  Pasal 287 KUHP;

                c).Perbuatan  membujuk  seorang  wanita  yang    diketahui   atau   sepa-   

                    tutnya    harus     diduga  bahwa  umurnya  belum    lima  belas  tahun   
                    atau  kalau   umurnya  tidak   ternyata  bahwa  belum  mampu     dika- 
                    win  untuk  melakukan   persetubuhan  terhadapnya  oleh  orang   lain  
                    sebagaimana  diatur   di  dalam  Pasal 290 ke-3 KUHP;

            2).Kejahatan-kejahatan  seksual  yang  dilakukan  tanpa   ijin   atau   perse-  
                tujuan dari  si  wanita, yang terdiri  dari :
                a).Perbuatan  yang  merupakan  perkosaan  sebagaimana  diatur   di   da-

                    lam  Pasal 285  KUHP;

                b).Perbuatan  bersetubuh  dengan  wanita  di  luar  perkawinan,  padahal  

                    diketahui    bahwa   wanita  tersebut    dalam    keadaan  pingsan  atau  
                    tidak  berdaya  sebagaimana  diatur  di  dalam  Pasal  286 KUHP.

      2.Kejahatan-kejahatan seksual  yang  menggunakan rumusan  perbuatan  cabul 
         yang meliputi  :
         a.Kejahatan  yang berupa  perbuatan  cabul  dan  membiarkan  dilakukannya  

            perbuatan  cabul  oleh  orang  lain, yang  terdiri  dari :

            1).Perbuatan     yang  dilakukan  dengan  kekerasan   atau   ancaman  keke-  
                rasan   memaksa  seseorang  melakukan  perbuatan  cabul  atau  membi-  

                arkan  dilakukan perbuatan  cabul  sebagaimana  diatur  di  dalam  Pasal  
                289  KUHP;
            2).Perbuatan  sebagaimana  diatur  di  dalam  Pasal  290  KUHP;
            3).Perbuatan  sebagaimana  diatur  di  dalam  Pasal  292  KUHP; 

            4).Perbuatan  sebagaimana  diatur  di  dalam  Pasal  293  KUHP;

            5).Perbuatan  sebagaimana  diatur  di  dalam  Pasal  294  KUHP.

         b.Kejahatan-kejahatan   seksual   yang   berupa   perbuatan  menghubungkan  
            atau  memudahkan  dilakukannya  perbuatan  cabul  oleh  orang  lain, yang  
            terdiri  dari :
            1).Perbuatan  sebagaimana  diatur  di  dalam  Pasal  295  KUHP;
            2).Perbuatan  sebagaimana  diatur  di  dalam  Pasal  296  KUHP.

      3.Kejahatan     seksual   yang   berupa    memperdagangkan  wanita   dan  anak  

         laki-laki    yang  belum    cukup  umur   dengan   maksud   untuk    pelacuran  

         sebagaimana  diatur  di  dalam  Pasal  297  KUHP.
                  Selain  itu,  terdapat   pula     Peraturan   perundang-undangan   hukum  
      pidana  di  luar    KUHP     yang      mengancam  pidana   terhadap  kejahatan-
      kejahatan  seksual  terhadap  perempuan,  seperti : Undang-Undang Negara RI 
      No. 17 Tahun 2016  tentang   Penetapan Perpu No.1 Tahun 2014 tentang Peru- 

      bahan      Kedua atas Undang-Undang Negara RI  No. 23  Tahun 2002  tentang  
      Perlindungan   Anak    Menjadi Undang-Undang; Undang-Undang  Negara RI  
      No. 23 Tahun 2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan   dalam   Rumah  Tang-  
      ga; Undang-Undang Negara  RI   No. 21  Tahun 2007  tentang  Pemberantasan 
      Tindak Pidana Perdagangan Orang.    

                  Istilah  kekerasan  seksual   mengacu  pada   perbuatan yang dilakukan 

      dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  yang  mengarah   pada  perbuat-  

      an  seksual.  Kekerasan  seksual  yang  terjadi  di Indonesia sudah begitu parah 

      dan meluas dalam  masyarakat   serta  sangat memprihatinkan, perkembangan-

      nya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dalam jumlah kasus yang terjadi 

      ataupun  jumlah  kerugian  yang  diakibatkan  oleh   adanya  tindak pidana/ke- 
      jahatan  tersebut. 
      Proses  penyelesaian  perkara  pidana  melalui  beberapa  tahapan, yai- 

      tu : (1). tahap  penyelidikan  dan  penyidikan; (2).  tahap   penuntutan; (3).  ta- 

      hap  pemeriksaan  di   sidang   pengadilan;  dan   (4). tahap   pelaksanaan  dan      
      pengawasan   terhadap  pelaksanaan  putusan  pengadilan.
 Proses penyelesai-

      an  perkara  pidana pada  dasarnya  merupakan  proses  penegakan  hukum  pi- 
      dana  menggunakan  sarana  litigasi. Di samping  itu   juga  guna  mewujudkan  
      supremasi  hukum,  maka     penegakan  hukum  terhadap  kejahatan-kejahatan  
      seksual  kepada  perempuan  harus  diwujudkan  agar  sesuai   koridor-koridor
      hukum  yang  berlaku.
             Perlindungan  perempuan  dari  berbagai  kejahatan, terutama  kekera-  san   seksual, masih   menjadi   pekerjaan   rumah   terbesar  bagi  Negara  dan  bangsa  Indonesia.
   Beberapa    hal   tersebut   di   atas  mendorong   penulis   tertarik    untuk melakukan  penelitian  hukum  guna mencari dan menemukan seberapa  efektif kah  perlindungan hukum  yang  diberikan  kepada perempu- an. Penelitian  hukum  ini mengambil   judul : “PERLINDUNGAN HUKUM  BAGI  PEREMPUAN     KORBAN     TINDAK    PIDANA   KEKERASAN  SEKSUAL”.
B.Perumusan Masalah
            Berdasarkan  uraian-uraian  tersebut  di atas, maka  permasalahan-per- masalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:
1.Faktor-faktor  apa  yang menyebabkan  hukum  pidana  belum efektif  di  da-  

   lam   memberikan  perlindungan   kepada   perempuan  dari  kejahatan-keja-

   jahatan   seksual  yang   dilakukan  dengan  kekerasan?
2.Kendala-kendala  apa   saja   yang   dihadapi   serta   usaha-usaha   apa    saja

   yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
A.Penegakan Hukum Pidana
      
      Penegakan  hukum  adalah  keseluruhan  kegiatan  dari  para pelaksana 

       penegak  hukum ke arah  tegaknya  hukum, keadilan   dan   perlindungan  ter- 

       hadap  harkat  dan  martabat  manusia, ketertiban, ketentraman    dan  kepasti-  

       an  hukum  sesuai  dengan    Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indo-

       nesia Tahun  1945.
 Penegakan  hukum  dapat  dilakukan  dengan  sarana pe-

       nal  dan  non  penal . Penegakan  hukum  dengan  menggunakan sarana penal  
       dilaksanakan  melalui   hukum  acara pidana, yaitu   keseluruhan  aturan  yang  
       memberikan  petunjuk   apa   yang    harus    dilakukan   oleh  aparat  penegak  
       hukum  dan  pihak-pihak  lain  apabila   ada  sangkaan hukum  pidana  dilang- 

       gar.  Hukum  acara  pidana beroperasi melalui  sistem peradilan  pidana, yang 
       terdiri  dari  beberapa  proses/ tahapan, yaitu : tahap  penyelidikan dan  penyi- 
       dikan, tahap   penuntutan,  tahap   pemeriksaan  di  depan  sidang  pengadilan,  
       dan  terakhir  tahap  pelaksanaan  putusan.
                  Hal  ini  berkaitan  dengan  peradilan   pidana,  yaitu   segala     sesuatu   

       yang    berhubungan  dengan   tugas  Negara  untuk menegakkan  hukum  dan 

       keadilan. Hal  itu  tertuang  di  dalam  bunyi  Pasal   24  ayat (1)  Undang-Un- 

       dang Dasar  Negara R.I. Tahun   1945 yang  berisikan  tentang kekuasaan  ke-  

       hakiman.  Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar   Negara R.I. Tahun   1945 
       menyatakan,    bahwa      Kekuasaan  kehakiman  dilakukan  oleh  Mahkamah 
       Agung  dan  lain-lain  badan  kehakiman  menurut  undang-undang.  Selanjut-   
       nya   di   dalam  Penjelasan   Pasal  24  ayat  (1) Undang-Undang  Dasar 1945  
       dijelaskan,   bahwa  Kekuasaan  kehakiman  ialah  kekuasaan  yang  merdeka, 
       terlepas    dari  pengaruh  kekuasan pemerintah.  Dengan   demikian  Undang-
       Undang Dasar  Negara R.I. Tahun 1945  tidak  memberikan  batasan  penger-    

       tian  mengenai  apa   yang  dimaksud  dengan kekuasaan kehakiman,  melain-  
      melainkan     hanya  menegaskan   sifat/kedudukan/eksistensi  dari  kekuasaan 
      kehakiman,  yaitu   sebagai   kekuasaan  yang  merdeka  dan mandiri  (terlepas 
      dari  pengaruh/intervensi kekuasaan    pemerintah).
 
                  Menurut Barda Nawawi Arief, yang dimaksud  dengan  kekuasaan  ke-

      hakiman adalah kekuasaan negara untuk menegakkan hukum dan keadilan de-    

      mi terselengggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
  Kekuasaan keha-  
      kiman dalam arti luas tidak  hanya sekedar kekuasaan    mengadili (kekuasaan 
      menegakkan hukum di badan-badan pengadilan), melainkan   juga  kekuasaan   
      menegakkan  hukum dalam seluruh proses penegakan  hukum  yang  meliputi 
      kekuasaan  penyidikan (oleh badan/lembaga penyidik), kekuasaan  penuntutan  
      (oleh  badan/lembaga  penuntut   umum),   kekuasaan  mengadili (oleh  badan/ 
      lembaga pengadilan) serta kekuasaan pelaksana  putusan/pidana  (oleh  badan/ 
      lembaga  eksekusi).  Keempat   badan/lembaga    itulah  yang  disebut  sebagai  
      badan-badan  kehakiman  yang   merupakan satu kesatuan   sistem  penegakan  
      hukum  pidana yang    biasa  dikenal  sebagai  sistem   peradilan   pidana  yang
      terpadu  (integrated criminal justice system).  Dengan  kata  lain,  sistem  pera- 

      dilan  pidana  adalah  sistem  penegakan  hukum  pidana  atau  sistem    kekua-
      saan kehakiman di bidang hukum pidana.

                   Kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak  merupakan ke-

      tentuan yang bersifat universal karena dituangkan di dalam Pasal 10  The Uni-

      versal Declaration of Human Rights yang berbunyi, sebagai berikut:
                   Everyone  is  entitled  in   full  equality  to  a  fair  and  public hearing  

      by  an   independent   and     impartial  tribunal  in  the  determination  of   his 
      rights  and  obligation  and  of  any  criminal  charge  agains him.
                  Masing-masing  peradilan  mempunyai  kewenangan  untuk  mengadili 

      masing-masing  yang  disebut sebagai suatu kompetensi. Dalam hal kekuasaan 

      atau wewenang mengadili ini terdapat dua macam kompetensi, yaitu:

      1.Kekuasaan  berdasarkan  peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan

         mengadili  (attributie van rechtsmacht)  pada  satu   lingkungan     peradilan 
         dengan lingkungan peradilan  yang  lain. Kompetensi  ini  disebut    sebagai 

         kompetensi mutlak atau absolute kompetentie.
      2.Kekuasaan  berdasarkan  peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan 

         mengadili    (distributie van rechtsmacht)  di  antara  pengadilan   yang  satu 

         dengan  yang  lain dalam satu lingkungan peradilan. Kompetensi ini disebut 

         sebagai  kompetensi relatif  atau relatieve kompetentie.

                 Dalam  masing-masing  lingkup  peradilan  dimungkinkan  adanya dif- 

      ferensiasi  atau  spesialisasi,  seperti  dalam  lingkup peradilan umum memun-

      culkan adanya Pengadilan Anak, Pengadilan  Hak  Asasi Manusia, Pengadilan 
      Tindak Pidana Korupsi, dan lain-lain  yang  merupakan  kompetensi  absolute- 

       nya. Sistem  peradilan  pidana  Indonesia  didasarkan  pada  UU  Negara     RI 

       No.8 Tahun 1981 tentang  Hukum  Acara  Pidana  atau   disebut  juga  dengan  

       Kitab   Undang-Undang   Hukum    Acara     Pidana   (KUHAP). Di       dalam  

       undang-undang ini  diatur  keseluruhan  proses  acara  dalam  menangani  per- 

       kara  pidana secara umum.

B.Peraturan Perudang-undangan Tentang Kejahatan Seksual

            Sesuai dengan sistem hukum yang dianut  oleh Negara Indonesia, yaitu

Sistem Hukum Eropa Kontinental  yang  mempunyai  ciri  bidang-bidang   hu-  kum  tertentu  ada  kodifikasinya. Kodifikasi      dalam  bidang  hukum  pidana yang  berlaku  sampai  sekarang  adalah  Wetboek  van   Strafrecht    voor  Ne-

derlandsch  Indie  yang  menurut  UU Negara  Republik  Indonesia  No.  1 Ta-

hun 1946 tentang Peraturan  Hukum  Pidana  jo  UU  Negara   Republik  Indo-

nesia  No. 73 Tahun 1958  tentang  Menyatakan  Berlakunya  Undang-Undang  No. 1 Tahun 1946  tentang   Peraturan  Hukum  Pidana  Untuk  Seluruh  Wila-yah  Indonesia  dan  Mengubah  Undang-Undang  Hukum  Pidana  diakui   se-
bagai  Kitab  Undang-undang Hukum  Pidana  Indonesia  atau disingkat  deng-

an  KUHP. Kejahatan-kejahatan   seksual    diatur  di   dalam   Buku II  KUHP  yang  berarti  merupakan  Kejahatan  (Buku II) bukan  merupakan   Pelanggar-

an (Buku III). Jadi merupakan perbuatan manusia yang dari sono-nya sudah jahat, bukan karena diatur dalam Undang-Undang.
            Kejahatan-kejahatan   seksual    tersebut    diatur   di  dalam  Bab  XIV.  Tentang  Kejahatan  Terhadap  Kesusilaan, sebagai  berikut :
 1.Pasal  288  KUHP :

                (1). Barangsiapa    bersetubuh     dengan  seorang   wanita  di  dalam  
                       pernikahan,   yang  diketahui       atau  sepatutnya  harus  diduga   
                       bahwa   sebelum  mampu  dikawin, diancam, apabila  perbuatan    

                       mengakibatkan  luka-luka, dengan  pidana  penjara  paling  lama 
                       empat  tahun.

                (2). Jika  perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pida- 
                       na  penjara  paling  lama  delapan  tahun.

 2. Pasal  284  KUHP :

                (1). Diancam    dengan    pidana    penjara    paling   lama    sembilan  
                       bulan :

                       ke-1 a. seorang   pria   telah   nikah    yang     melakukan     zina,    

                                   padahal  diketahui, bahwa Pasal 27  BW   berlaku   bagi-
                                   nya.

                               b. seorang   wanita   telah   nikah    yang   melakukan  zina;

                       ke-2 a. seorang  pria   yang   turut   serta   melakukan  perbuatan  
                                   itu,    padahal    diketahui,   bahwa   yang  turut  bersalah  
                                   telah  nikah;

                               b. seorang  wanita  tidak  nikah  yang  turut   serta  melaku-  
                                   kan  perbuatan  itu   padahal  diketahui    olehnya, bahwa 
                                   yang  turut  bersalah  telah   nikah    dan    Pasal  27  BW 
                                   berlaku  baginya.

                (2). Tidak    dilakukan    penuntutan      melainkan    atas  pengaduan  
                       suami/isteri    yang    tercemar,   dan     bilamana  bagi    mereka  
                       berlaku    Pasal  27  BW,    dalam     tempo    tiga   bulan  diikuti  
                       dengan    permintaan   bercerai   atau   pisah  meja    dan  tempat  
                       tidur, karena  alasan  itu  juga.
                (3). Terhadap  pengaduan  ini tidak  berlaku  Pasal  72, 73  dan 75.

                (4). Pengaduan  dapat  ditarik  kembali  selama   pemeriksaan  dalam  
                       sidang pengadilan  belum dimulai.

                (5). Jika  bagi  suami-isteri  berlaku Pasal  27  BW, pengaduan  tidak              

                       diindahkan  selama  pernikahan  belum  diputuskan  karena  per-  
                       ceraian   atau    sebelum    keputusan    yang   menyatakan  pisah  
                       meja  dan tempat  tidur  menjadi  tetap.

 3. Pasal  287  KUHP :

                (1). Barangsiapa   bersetubuh    dengan    seorang     wanita   di   luar  
                       pernikahan,  padahal  diketahui  atau  sepatutnya  harus  diduga, 
                       bahwa   umurnya    belum   lima    belas    tahun,     atau     kalau  
                       umurnya  tidak  ternyata, bahwa  belum  mampu  dikawin, dian-  
                       cam  dengan  pidana  penjara  paling  lama   sembilan tahun.  

                (2). Penuntutan   hanya  dilakukan    atas    pengaduan, kecuali    jika  
                       umurnya     wanita    belum   sampai dua  belas  tahun  atau  jika  
                       ada  salah  satu  hal  tersebut  Pasal  291  dan Pasal  294.

 4. Pasal 290  KUHP :

                Diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  tujuh  tahun :

                ke-1  …………………………………………………………………
                ke-2  …………………………………………………………………
                ke-3. Barangsiapa    membujuk    seseorang    yang    diketahui   atau  
                         sepatutnya    harus  diduga, bahwa  umurnya   belum  lima  be-

                         las   tahun    atau    kalau    umurnya    tidak     ternyata, bahwa  
                         belum  mampu  dikawin, untuk  melakukan  atau  membiarkan 
                         dilakukan  perbuatan  cabul,  atau  bersetubuh  di   luar   perni-  

                         kahan dengan orang  lain.
 

 5. Pasal  285  KUHP :

          Barangsiapa  dengan  kekerasan  atau ancaman  kekerasan  memaksa 
          seorang   wanita  bersetubuh  dengan  dia  di  luar  pernikahan, dian- 
          cam  karena  melakukan  perkosaan, dengan   pidana  penjara  paling  

          lama dua  belas  tahun.

       6. Pasal  286  KUHP :
          Barangsiapa  bersetubuh  degan  seorang  wanita  di luar pernikahan, 

          padahal   diketahui bahwa  wanita itu  dalam  keadaan  pingsan  atau  

          tidak     berdaya,   diancam  dengan  pidana    penjara    paling   lama    

          sembilan tahun.

       7. Pasal  289  KUHP :

          Barangsiapa dengan  kekeransan  atau  ancaman  kekerasan  memak-
          sa seorang  untuk  melakukan  atau   membiarkan  dilakukan   perbu- 
          atan    cabul, diancam  karena  melakukan  perbuatan  yang   menye-  
          rang  kehormatan   kesusilaan,  dengan  pidana penjara  paling  lama  
          sembilan  tahun.

       8. Pasal 290  KUHP :

          Diancam dengan pidana penjara paling  lama tujuh  tahun :

          ke-1. Barangsiapa    melakukan   perbuatan  cabul   dengan   seorang                      

                   padahal   diketahui,   bahwa   orang  itu    pingsan   atau    tidak  
                   berdaya;

          ke-2. Barangsiapa    melakukan     perbuatan   cabul  dengan seorang 
                   padahal    diketahui  atau    sepatutnya    harus    diduga, bahwa  
                   umurnya   belum lima  belas tahun  atau  kalau  umurnya  tidak 
                   ternyata, bahwa  belum  mampu  dikawin;

          ke-3. Barangsiapa    membujuk    seeseorang  yang     diketahui  atau  
                   sepatutnya    harus  diduga, bahwa umurnya  belum lima  belas  
                   tahun    atau   kalau   umurnya    tidak   ternyata,  bahwa belum  
                   mampu dikawin, untuk  melakukan  atau  membiarkan  dilaku-  
                   kan   perbuatan  cabul,   atau   bersetubuh di  luar    pernikahan 
                   dengan orang  lain.

       9. Pasal 291 KUHP : 

           (1). Jika  salah satu   kejahatan  yang  diterangkan  dalam Pasal 286, 
                  287, 289  dan  290   mengakibatkan luka-luka  berat, dijatuhkan 
                  pidana penjara paling lama dua  belas tahun.

           (2). Jika  salah   satu  kejahatan yang  diterangkan  dalam Pasal 285, 
                  286, 287  dan  290  itu   mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana 
                  penjara paling  lama lima  belas  tahun.

     10. Pasal  292  KUHP  :

           Orang    yang     cukup  umur,   yang    melakukan  perbuatan  cabul  
           dengan orang  lain  sama  kelamin, yang  diketahui  atau  sepatutnya  
           harus  diduga, bahwa  belum  cukup umur, diancam  dengan  pidana  
           penjara paling lama  lima  tahun.

     11. Pasal  293  KUHP :

           (1). Barangsiapa  dengan  memberi   atau   menjanjikan    uang  atau  
                  barang, menyalahgunakan perbawa  yang  timbul  dari hubung- 
                  an    keadaan,   atau   dengan  penyesatan  sengaja   menggerak-  
                  kan    seorang  yang  belum   cukup   umur   dan   baik   tingkah  
                  lakunya, untuk  melakukan  atau   membiarkan   dilakukan  per-  

                  buatan  cabul    dengan  dia,    padahal  tentang     belum  cukup 
                  umurnya  itu   diketahui  atau  selayaknya  harus  diduga,  dian- 

                  ancam dengan pidana penjara  paling  lama lima  tahun.

           (2). Penuntutan   hanya   dilakukan   atas    pengaduan   orang  yang  

                  terhadap  dirinya dilakukan  kejahatan  itu.

           (3). Tenggang tersebut dalam  Pasal 74, bagi  pengaduan ini  adalah 

                  masing-masing sembilan bulan dan dua  belas bulan.

     12. Pasal  294  KUHP :

           (1). Barangsiapa    melakukan     perbuatan  cabul  dengan  anaknya, 
                  anak  tirinya, anak angkatnya, anak  di  bawah pengawasannya, 
                  yang  belum   cukup  umur,    atau   dengan orang  yang   belum  
                  cukup  umur   yang  pemeliharaannya, pendidikan  atau   penja-
                  gaannya  diserahkan  kepadanya  ataupun   dengan    bujangnya  
                  atau  bawahaannya yang belum  cukup  umur, diancam  dengan 
                  pidana  penjara paling  lama  tujuh  tahun.

           (2). Diancam dengan  pidana yang  sama :

                  ke-1. Pejabat  yang   melakukan  perbuatan  cabul dengan orang 
                           yang   karena  jabatan   adalah  bawahannya,  atau dengan 

                           orang  yang  penjagaannya dipercayakan  atau  diserahkan 

                           kepadanya.

                  ke-2. Seorang  pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas  atau  

                           pesuruh  dalam  penjara, tempat pekerjaan Negara, tempat 

                           pendidikan,    rumah    piatu, rumah    sakit, rumah    sakit 

                           ingatan  atau  lembaga  sosial, yang  melakukan perbuatan 

                           cabul  dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.

     13. Pasal  295  KUHP :
           (1). Diancam :

                  ke-1. Dengan   pidana     penjara    paling     lama    lima  tahun,  

                           barangsiapa    dengan     sengaja     menghubungkan  atau  

                           memudahkan  dilakukannya  perbuatan cabul  oleh  anak-
                           nya, anak  tirinya,  anak  angkatnya, atau  anak  di  bawah 
                           pengawasannya    yang    belum   cukup   umur, atau  oleh 
                           orang   yang belum  cukup  umur  yang  pemeliharaannya, 

                           atau  penjagaannya    diserahkan kepadanya, ataupun oleh 
                           bujangnya  atau    bawahannya  yang  belum cukup umur, 
                           dengan  orang lain;

                  ke-2. Dengan pidana  penjara paling lama empat tahun, barang- 
                           siapa dengan sengaja menghubungkan  atau memudahkan  
                           perbuatan  cabul  kecuali  tersebut ke-1 di atas  yang  dila- 
                           kukan  oleh orang yang diketahui belum   cukup umurnya  
                           atau  yang   sepatutnya   harus   diduga  demikian, dengan 
                           orang lain.

           (2). Jika  yang  bersalah, melakukan kejahatan itu sebagai pencarian 
                  atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.

     14. Pasal  296  KUHP :

           Barangsiapa  dengan  sengaja   menghubungkan  atau  memudahkan 
           perbuatan cabul  oleh  orang lain  dengan orang  lain,  dan  menjadi- 

           kannya sebagai pencarian  atau   kebiasaan, diancam dengan  pidana 

           penjara  paling   lama   satu   tahun empat bulan  atau  denda  paling 

           banyak seribu rupiah.

      15. Pasal  297  KUHP :

           Perdagangan  wanita  dan  perdagangan  anak  laki-laki  yang belum 

           cukup  umur,  diancam  dengan  pidana   penjara paling  lama  enam 

           tahun.

      16. Pasal  298  KUHP :

           (1). Dalam  hal    pemidanaan  karena   salah  satu    kejahatan  yang 
                  diterangkan  dalam Pasal 281, 284-290   dan   292-297,   penca- 
                  butan   hak-hak  tersebut  dalam   Pasal  35   nomor   1-5   dapat 
                  dinyatakan.

           (2). Jika    yang    bersalah, melakukan   salah  satu   kejahatan yang 
                  diterangkan  dalam  Pasal 292-297  dalam  melakukan  pencari-
                  annya, hak   untuk   melakukan pencarian itu  dapat  dicabut.

                    Di dalam  KUHP,  bentuk-bentuk  kejahatan  seksual  tersebut    dapat    

    dibedakan  ke  dalam :

     1.Persetubuhan   yang  dilakukan  di  dalam   ikatan   perkawinan  yang menga- 
        kibatkan  luka-luka,  luka-luka berat atau mati  si   perempuan yang  bersang- 

        kutan    (Pasal 288 KUHP);

     2.Persetubuhan   yang   dilakukan   ijin   atau   persetujuan  si  perempuan yang 

        bersangkutan, yaitu  perbuatan  “overspel”   (Pasal 284  KUHP);

     3.Persetubuhan dengan  seorang  perempuan  padahal   diketahui  atau  sepatut-  
        nya harus   diduga  bahwa   umurnya  belum  lima  belas  tahun   atau    kalau   

        umurnya  tidak   ternyata  bahwa  belum  mampu  dikawin  (Pasal  287   KU- 

        HP)  atau  melakukan    perbuatan  cabul  dengan  seseorang  padahal  diketa-  
        hui     atau  sepatutnya  diduga,   bahwa  umurnya  belum   lima   belas  tahun    
        atau  kalau  umurnya  tidak  ternyata, bahwa   belum  mampu dikawin  (Pasal 
        290  ke-2 KUHP);

     4.Perbuatan  membujuk   seorang  perempuan  yang    diketahui   atau   sepatut-   
        nya  harus    diduga  bahwa  umurnya  belum    lima  belas  tahun  atau  kalau   
        umurnya  tidak   ternyata  bahwa  belum  mampu  dikawin    untuk    melaku-    

        kan   persetubuhan  atau    perbuatan     cabul   terhadapnya  oleh  orang   lain  
        (Pasal 290  ke-3 KUHP);

     5.Persetubuhan yang  merupakan   perkosaan  (Pasal 285  KUHP)  atau  perbu- 

        atan  yang  dilakukan  dengan  kekerasan    atau    ancaman    kekerasan   me-  

        maksa seseorang  melakukan  perbuatan  cabul   atau    membiarkan    dilaku-  

        kan    perbuatan  cabul (Pasal  289  KUHP);

     6.Persetubuhan  dengan     perempuan  di  luar  perkawinan,  padahal  diketahui 

        bahwa  perempuan  tersebut   dalam    keadaan  pingsan  atau   tidak  berdaya 
        (Pasal  286 KUHP)     atau    melakukan  perbuatan  cabul  dengan  seseorang  
        padahal   diketahui       bahwa     orang  tersebut   pingsan  atau  tidak berdaya 
        (Pasal 290 ke-1 KUHP);
     7.Perbuatan cabul  yang  dilakukan  oleh  orang  lain  sama  kelamin  yang   cu-  
        kup  umur  terhadap   orang  yang   diketahui   atau   sepatutnya  harus   didu-  
        ga, bahwa  belum cukup umur  (Pasal  292 KUHP);

     8.Perbuatan memberi  atau  menjanjikan  uang  atau     barang,  menyalahguna-    

        kan  perbawa  yang  timbul  dari   hubungan  keadaan, atau   dengan    penye-  

        satan   sengaja  menggerakkan  seorang  belum  cukup  umur  dan  baik  ting-  

        kah lakunya,  untuk  melakukan  atau  membiarkan  dilakukan  perbuatan  ca-  

        bul  dengan    dia,      padahal  tentang  belum  cukup  umurnya  itu  diketahui  
        atau  selayaknya  harus   diduga (Pasal  293  KUHP);

     9.Perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya,  anak  angkatnya, anak  di  ba-  
        wah  pengawasannya, yang  belum  cukup  umur,  atau  dengan  orang   yang 
        belum cukup umur  yang  pemeliharaaannya, pendidikan  atau  penjagaannya  

        diserahkan  kepadanya   ataupun  dengan    bujangnya      atau     bawahannya    
        yang   belum cukup  umur  (Pasal 294 ayat (1) KUHP);

   10.Pejabat  yang   melakukan  perbuatan  cabul  dengan  orang  yang  karena  ja-    
        batan  adalah   bawahannya, atau  dengan  orang   yang  penjagaannya  diper-      

        cayakan  atau  diserahkan  kepadanya (Pasal  294  ayat (2) ke-1 KUHP); atau    

        seorang  pengurus,  dokter,  guru,  pegawai,  pengawas  atau   pesuruh  dalam 

        penjara, tempat  pekerjaan  negara, tempat  pendidikan,  rumah  piatu,  rumah   
        sakit, rumah  sakit ingatan  atau  lembaga  sosial, yang   melakukan   perbuat-  

        an cabul dengan   orang  yang  dimasukkan  ke  dalamnya (Pasal 294 ayat (2)  
        ke-2 KUHP);
   11.Perbuatan  dengan  sengaja  menghubungkan  atau  memudahkan  dilakukan-  
        nya   perbuatan  cabul   oleh  anaknya,   anak   tirinya,  anak  angkatnya, atau  
        anak  di  bawah  pengawasannya  yang  belum  cukup umur, atau  oleh  orang  
        yang   belum cukup umur  yang  pemeliharaannya, pendidikan  atau  penjaga- 

        annya   diserahkan   kepadanya, ataupun  oleh   bujangnya  atau  bawahannya  
        yang  belum  cukup  umur, dengan  orang  lain  (Pasal 295 ayat (1)  ke-1 KU-

        HP)   atau  perbuatan   dengan  sengaja  menghubungkan  atau   memudahkan   
        perbuatan   cabul   kecuali  tersebut  dalam  Pasal 295 ayat (1) ke-1 KUHP  di 
        atas  yang  dilakukan    oleh  orang  yang  diketahui  belum  cukup   umurnya  
        atau   sepatutnya  harus     diduga  demikian (Pasal 295 ayat (1) ke-2 KUHP):  

        dan  perbuatan   itu  bila  dilakukan  sebagai  pencarian   atau  kebiasaan  (Pa-            

        sal  295 ayat (2) KUHP);
   12.Perbuatan  dengan   sengaja  menghubungkan   atau  memudahkan    perbuat-

        an  cabul  oleh    orang lain  dengan  orang  lain, dan  menjadikannya  sebagai 

        pencarian  atau  kebiasaan  (Pasal  296  KUHP);
   13.Kejahatan   seksual   yang   berupa    memperdagangkan    wanita    dan  anak   
        laki-laki   yang  belum    cukup     umur   dengan   maksud   untuk   pelacuran  
        (Pasal  297  KUHP).

Perbuatan pidana yang berupa kekerasan  seksual  juga  diatur  di luar KU- 

   HP, seperti   di    dalam  Undang-Undang Negara   RI  No. 23 Tahun 2004   ten-  

   tang   Penghapusan   Kekerasan  dalam  Rumah Tangga   sebagaimana   disebut- 

   kan, sebagai   berikut : 
   1.di dalam Pasal 46 UU Negara RI No.23 Tahun 2004 dikatakan,  sebagai  beri- 
      kut :
Setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  kekerasan  seksual  sebagaima- na   dimaksud  dalam   Pasal  8   huruf  a  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama 12 (dua belas) tahun  atau  denda  paling banyak  Rp.  36.000. 000,00 (tiga  puluh  enam  juta  rupiah).

   2.di dalam Pasal 47 UU Negara RI No.23 Tahun 2004 dikatakan, sebagai   beri- 

      kut :
Setiap  orang  yang  memaksa  orang  yang  menetap  dalam   rumah  tang- ganya  melakukan  hubungan  seksual  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pa-            sal 8 huruf  b  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  4 (empat)  tahun  dan  pidana  penjara  paling  lama 15 (lima  belas) tahun atau  denda  paling  sedikit  Rp.12.000.000,00 (dua  belas  juta  rupiah) atau  denda  pa-  ling  banyak  Rp.300.000.000,00 (tiga  ratus  juta  rupiah).

   3.di dalam Pasal 48 UU Negara RI No.23 Tahun 2004 dikatakan, sebagai   beri- 
      kut :
Dalam   hal  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 46  dan Pasal 47   mengakibatkan   korban  mendapat  luka  yang  tidak  memberi  harap-  an     akan  sembuh  sama  sekali, mengalami   gangguan  daya  pikir   atau kejiwaan  sekurang-kurangya  selama  4 (empat)     minggu  terus  menerus atau  1 (satu) tahun   tidak  berturut-turut, gugur  atau  matinya  janin     da- lam  kandungan, atau   mengakibatkan  tidak   berfungsinya   alat      repro- duksi,   dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  5 (lima)    tahun  dan  pidana  penjara  paling  lama  20 (dua puluh) tahun  atau denda paling  sedikit  Rp.25.000.000,00 (dua  puluh  lima  juta rupiah) dan denda  paling  banyak  Rp.500.000.000,00 (lima  ratus  juta  rupiah).

   4.di   dalam  Pasal 53 UU Negara RI No.23 Tahun 2004 dikatakan, sebagai beri-   

      kut :
Tindak pidana   kekerasan seksual sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 46 yang   dilakukan   oleh  suami terhadap isteri  atau  sebaliknya  merupakan  delik  aduan.

   5.di     dalam Pasal 8 UU Negara RI No.23 Tahun 2004 dikatakan, sebagai  beri-

      kut :
Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

a. pemaksaan  hubungan  seksual  yang  dilakukan  terhadap  orang  yang  menetap  dalam  lingkup  rumah  tangga  tersebut;

b. pemaksaan  hubungan  seksual  terhadap  salah  seorang  dalam     ling-  kup     rumah   tangganya  dengan  orang  lain  untuk tujuan  komersial dan/atau  tujuan  tertentu.

   6.di      dalam Pasal 2 UU Negara RI No.23 Tahun 2004 dikatakan, sebagai beri-

      kut :
(1). Lingkup  rumah  tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :

       a. suami, isteri, dan  anak;

       b. orang-orang  yang  mempunyai  hubungan  keluarga  dengan  orang     

           sebagaimana   dimaksud   pada   huruf   a  karena  hubungan  darah, 

           perkawinan, persusuan, pengasuhan,  dan  perwalian, yang menetap  

           dalam  rumah  tangga; dan/atau

       c. orang  yang  bekerja    membantu  rumah  tangga  dan  menetap dal- 

     am  rumah  tangga  tersebut.
            (2). Orang  yang  bekerja    sebagaimana  dimaksud  pada  huruf   c  dipan- 

                   dang  sebagai  anggota  keluaraga   dalam jangka  waktu  selama bera-  

                   da dalam  rumah  tangga  yang  bersangkutan.

         Indikasi terjadinya penyalahgunaan tenaga  kerja wanita di dalam kekeras-   

   an  seksual  diimplementasikan  ke   dalam UU Negara RI    No. 21 Tahun  2007  
   tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Perdagangan Orang, yang disahkan pada 
   tanggal 19 April 2007  di    dalam    Lembaran Negara RI     Tahun 2007 dengan 
   Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara  Nomor 4720.  Di    dalam   Pasal 2 Un- 
   dang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana  Perdagangan  Orang    tersebut  di-    

   nyatakan, sebagai berikut :
            Pasal 2 :
            (1).Setiap orang   yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampung- 

   an, pengiriman, pemindahan, atau   penerimaan seseorang dengan  ancaman  ke-

   rasan,  penggunaan     kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, 
   penyalahgunaan    kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan   utang atau memberi 
   bayaran   atau  manfaat walaupun memperoleh persetujuan  dari orang yang me- 

   megang kendali atas orang lain, untuk tujuan  mengeksploitasi orang tersebut  di  
   wilayah  Negara  Republik  Indonesia,  dipidana   dengan   pidana penjara paling 
   singkat 3 (tiga) tahun  dan   paling lama 15  (lima belas) tahun dan pidana denda  

   paling   sedikit  Rp.120.000.000,- (seratus  dua puluh juta rupiah) dan paling ba-    

   nyak Rp.600.000.000,- (enam ratus juta  rupiah).
            (2).Jika     perbuatan sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) mengakibatkan 
   orang  terksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaima- 
   na dimaksud pada ayat (1).

            Selanjutnya, di    dalam Pasal 3 UU Negara RI No. 21 Tahun  2007 dikata- 
   kan, sebagai berikut :

            Setiap orang   yang memasukkan orang ke wilayah Negara Republik Indo- 
   nesia dengan   maksud untuk dieksploitasi di wilayah Negara  Republik  Indone- 
   sia atau    dieksploitasi di Negara lain  dipidana  dengan  pidana  penjara   paling 
   singkat 3    (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana  denda 
   paling sedikit   Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan  paling  ba- 
   nyak Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

             Kemudian, di dalam Pasal 4  UU Negara  RI No. 21  Tahun  2007  dikata- 
   kan, sebagai berikut :

             Setiap     orang   yang  membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah 
   Negara    Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah 
   Negara    Republik   Indonesia   dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 
   (tiga)  tahun  dan     paling  lama  15  (lima belas) tahun dan pidana denda paling 
   sedikit   Rp. 120.000.000,-   (seratus dua puluh juta rupiah)  dan  paling   banyak 
   Rp.600.0000. 000,- (enam ratus juta rupiah).

              Selanjutnya, di dalam Pasal 5 UU Negara RI No. 21 Tahun  2007 dikata- 
   kan, sebagai   berikut :

              Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan se- 
   suatu atau memberikan sesuau dengan maksud untuk dieksploitasi di  luar  wila- 
   yah  Negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara   paling singkat 
   3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling se- 
   dikit Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600
   000.000,- (enam ratus juta rupiah).

              Kemudian, di    dalam Pasal 6 UU Negara RI No. 21 Tahun  2007 dikata- 
   kan, sebagai  berikut :

               Setiap   orang yang melakukan pengiriman anak  ke  dalam  atau  ke luar 
   negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut  tereksploitasi di-

   pidana dengan     pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 
   (lima belas) tahun   dan    pidana  denda paling sedikit Rp.120.000.000,- (seratus 
   dua        puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,- (enam ratus juta 
   rupiah).

               Selanjutnya, di    dalam    Pasal 7 UU  Negara RI      No. 21 Tahun  2007 
   dikatakan, sebagai berikut :
                (1). Jika  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), 
   Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan  korban menderita luka  be- 
   rat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya  yang  membahayakan  jiwa- 
   nya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya  fungsi  reproduksinya, maka  an- 
   caman pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari  ancaman pidana  dalam Pasal  

   2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

                (2). Jika   tindak   pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), 
   Pasal 3,  Pasal 4,  Pasal 5,  dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana 
   dengan  pidana  penjara  paling   singkat  5 (lima) tahun dan paling lama penjara 
   seumur hidup  dan  pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta 
   rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

                Kemudian, di dalam Pasal 8 UU Negara RI No. 21 Tahun  2007 dikata- 
   kan, sebagai berikut : 

                (1). Setiap   penyelenggara Negara    yang  menyalahgunakan kekuasaan   

   yang  mengakibatkan terjadinya  tindak pidana  perdagangan orang sebagaimana 
   dimaksud  dalam  Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya  
   ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, 
   Pasal 5, dan Pasal 6.

                (2). Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksd pada ayat (1) pelaku  da- 
   pat  dikenakan  pidana     tambahan  berupa pemberhentian secara  tidak  dengan 
   hormat dari jabatanya.
                (3). Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan 
   sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

                Selanjutnya, di dalam Pasal 9 UU Negara RI No. 21 Tahun  2007  dika- 
   takan, sebagai berikut : 

                Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak  pidana perdagangan  orang, dan  tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).

                Kemudian, di dalam Pasal 10 UU Negara RI No. 21 Tahun  2007 dikatakan, sebagai berikut : UU Negara RI No. 21 Tahun  2007 dikatakan, sebagai berikut :    

                Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

                Kemudian, di dalam Pasal 11 UU Negara RI No. 21 Tahun  2007 dikatakan, sebagai berikut :
                    Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang  sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3,  Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

                 Kemudian, di dalam Pasal 12 UU Negara RI No. 21 Tahun  2007 dikatakan, sebagai berikut : 
                 Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau menganbil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
      Di   samping    itu,  di dalam UU Negara RI No.21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana  Perdagangan Orang diberikan batasan-batasan tentang istilah-istilah yang ada, antara lain :
1. Perdagangan  orang  adalah  tindakan  perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau  penerimaan  seseorang dengan  ancaman  kekerasan, penggunaan  kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan  penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat, sehingga  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang  memegang  kendali atas  orang  lain  tersebut, baik  yang  dilakukan  di  dalam Negara maupun antar  Negara, untuk  tujuan  eksploitasi  atau  mengakibatkan  orang terekspoloitasi (Pasal 1 angka ke-1 UU Negara RI No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Perdagangan Orang);
2. Eksploitasi  adalah  tindakan  dengan  atau tanpa tanpa  persetujuan  korban yang  meliputi  tetapi  tidak  terbatas  pada  pelacuran, kerja  atau pelayanan  paksa, perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan  fisik, seksual, organ  reproduksi atau secara  melawan  hukum  meniadakan  atau  mentransplantasi  organ dan atau  jaringan  tubuh  atau  memanfaatkan  tenaga  atau  kemampuan seseorang  oleh  pihak  lain  untuk  mendapatkan  keuntungan  baik materiil  maupun  immaterial (Pasal 1 angka ke-7 UU Negara RI No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Perdagangan Orang); dan
3. Eksploitasi  seksual  adalah  segala  bentuk  pemanfaatan  organ  tubuh seksual  atau  organ  tubuh  lain  dari  korban  untuk  mendapatkan keuntungan, tetapi  tidak  terbatas  pada  semua  kegiatan  pelacuran  dan pencabulan (Pasal 1 angka ke-8 UU Negara RI No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Perdagangan Orang).

             Selanjutnya, terhadap korban anak di bawah umur (minderjarig) diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UU Negara RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  jo UU Negara RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  jo UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dimasukkan ke dalam Pasal 81 yang berbunyi, sebagai berikut :
Pasal 81 :

(1). Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D, dipidana dengan pidana  penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak  Rp.5.000.000.000,-  (lima miliar rupiah). 

(2).Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau  membujuk  Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

(3).Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakaukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Selanjutnya, di dalam Pasal 82 UU Negara RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  jo UU Negara RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  jo  UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dikatakan sebagai berikut :
Pasal 82 :
(1).Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2).Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah  1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Di dalam Pasal 83 UU Negara RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  jo UU Negara RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  jo UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang,  dikatakan sebagai berikut :
Pasal 83 :
Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F  dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling paling sedikit Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.300. 000.000,- (tiga ratus juta rupiah). 

Di dalam Pasal 88 UU Negara RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  jo UU Negara RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Ta- hun 2002 tentang Perlindungan Anak  jo UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas  UU  No. 23  Tahun   2002  tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dikatakan sebagai berikut :

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasl 76I, dipidana dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,-  (dua ratus juta rupiah).

Kekerasan seksual menurut Bryan A. Garner dalam  Black Law Dictionary 

sebagaimana dikutip oleh A.M. Endah Sri Astuti adalah a type of employment discrimination consisting in verbal or physical abuse of sexual nature.
 Dalam Penjelasan Pasal 8 UU Negara RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dikatakan, sebagai berikut :
            Kekerasan seksual dalam ketentuan ini adalah setiap pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar dan/atau tidak disukai, dan/atau tujuan tertentu.

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa perbuatan yang bersifat merendahkan secara seksualitas kepada perempuan (secara verbal) bukan termasuk kekerasan seksual menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.
Tindak  pidana  atau   kejahatan seksual  yang dilakukan dengan kekerasan 

atau dapat dikatakan kekerasan seksual adalah hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, baik di dalam ataupun di luar ikatan perkawinan yang sah yang bersifat melawan hukum. Dalam hal ini korban dipaksa melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan kehendaknya atau tidak bisa melawan sehingga dengan terpaksa mengikuti kehendak si pelaku.
C. Perlindungan Terhadap Korban  dan Moralitas Pemberian Ganti Kerugi- 

     an Korban Kejahatan  Kekerasan  Seksual
Pembicaraan  mengenai  kejahatan  tidak  mungkin  terlepas  dari    pembi-  
caraan  mengenai korban kejahatan, karena seperti  mata  uang  pada  satu  sisi  kejahatan  pada  sisi  lain  adalah korban  kejahatan. Kecuali kejahatan-kejahatan  tertentu yang  disebut sebagai  crime without victim  atau  victimeless crime. Menurut Muladi sebagaimana dikutip oleh Bambang Dwi Baskoro, yang dimaksud korban kejahatan adalah seseorang  yang telah  menderita  kerugian sebagai akibat suatu kejahatan  atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan (Victim is  a person who has suffered damage as a result of a crime and/or whose sense of justice has been directly disturbed by the experience of having been the target of crime).
 Arief  Gosita sebagaimana dikutip oleh Bambang Dwi Baskoro menyatakan, bahwa yang dimaksud  dengan  korban  adalah  mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan  diri  sendiri  atau   orang  lain  yang bertentangan dengan kepentingan  dan  hak-hak  asasi  yang  menderita.

Hukum  sebagai  norma  sosial  mempunyai  sanksi  yang  bersifat  memaksa  dan  menekan  dibanding  dengan  norma  sosial  yang lain. Sanksi  ini dapat memberikan  perlindungan atas  hak-hak individu  dan  jaminan penghormatan secara  kolektif. Perempuan yang menjadi korban  kekerasan seksual  selain  menderita  secara  psikologis  akibat trauma yang dideritanya,  juga menderita  secara  fisik. Korban dapat mengalami kehamilan yang tidak dikehendaki  dan/atau  menderita  penyakit  kelamin,  seperti sipilis dan AIDS akibat  pemaksaan persetubuhan yang dilakukan si pelaku yang menderita penyakit tersebut. Korban mengalami penderitaan luar biasa mengingat aib yang  ditimbulkannya  di  lingkungan sosial  di  mana ia  berada.
Sistem  peradilan  pidana  dapat  menambahi  beban  tersebut  kepada  kor- 

ban, karena  dalam  sistem  pembuktian  yang  tidak  menjamin  perlindungan  hukum  atas  derajat  dan martabatnya  sebagai  seorang individu  di mana masalah  pribadinya  dengan  sangat  terpaksa  diungkapkan  di  muka umum. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh  Bambang Dwi Baskoro, sebagai berikut : 
            Dampak negatif yang dirasakan si korban sebagai akibat tindak kejahatan yang dilakukan oleh si pelaku, seperti : kemerosotan kesehatan, kerugian atau kehilangan hak milik, kehilangan penghasilan, kerugian yang menyangkut reputasi, gangguan terhadap perkawinan dan hubungan keluarga serta konsekuensi-konsekuensi kejiwaan yang luas merupakan sesuatu yang bersifat kompleks………………….

Menurut  Muladi sebagaimana dikutip oleh Bambang Dwi Baskoro, terdapat  beberapa  alasan  yang  mendorong  perlunya perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada  korban  kejahatan,    yaitu  sebagai   berikut  :
1. Dengan  terjadinya   kejahatan  terhadap  dirinya, korban  akan  hilang  ke-  percayaan   terhadap  kehidupan  sosial  sehingga  dapat  mengahancurkan  sistem  kepercayaan  yang  ada  dalam  kehidupan sosial;
2. Adanya  argumen  kontrak  sosial  (social  contract  argument)  yang   ber-    

arti  Negara   memegang  monopoli  terhadap  seluruh  reaksi  masyarakat  terhadap  kejahatan  dan  melarang  tindakan-tindakan  yang  bersifat    pri-  badi. Negara  ikut  memikul   tanggung  jawab    terhadap    kerugian  yang  diderita  korban;
3. Adanya  argumen       solidaritas  sosial (social  solidarity  argument)  yang
berarti  bahwa Negara  menjaga  dan  memberikan  prasarana  dan   sarana
kepada  warga  negaranya  di  dalam  hal  memenuhi  kebutuhannya.

Berdasarkan  argumen-argumen  tersebut  di  atas, maka  dapat    dikatakan 

bahwa : (1).Korban  mendambakan  untuk  selalu  diberi  informasi  tenang  segala  sesuatu   yang  berkaitan  dengan  kedudukannya  sebagai  korban  kejahatan;  dan   

(2).Korban    mendambakan  untuk  menerima  ganti  kerugian  terhadap  kerugian    

yang  dideritanya. Dua  kebutuhan  tersebut  di  atas  sudah  sepantasnya  diberikan  kepada    korban kejahatan, karena  sebagai  sasaran  kejahatan, korban  akan  mengalami  penderitaan  fisik  maupun  psikis. Oleh  sebab  itu  ganti  kerugian  tersebut  harus   berupa  materiil  ataupun  immaterial.
Pemberian ganti kerugian kepada korban tindak pidana sudah menjadi perhatian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (untuk selanjutnya disingkat PBB) sebagaimana tercantum di dalam Declaration of Basic Principles of Justice vor Victims of Crime and Abuse of Power, yang dikeluarkan tanggal 15 Desember 1985. Melalui deklarasi tersebut negara-negara anggota PBB dihimbau untuk memperhatikan pelayanan yang adil dalam proses peradilan, memperjuangkan restitusi dan kompensasi.

Menurut  pihak  yang  memberikan  ganti  kerugian, maka  ganti  kerugian 
itu  dibedakan  antara  kompensasi  dan  restitusi. Kompensasi  adalah  ganti  ke- 
rugian  yang  diberikan oleh  negara  yang  diwakili  oleh  pemerintah,  karena  pemerintah  meskipun  tidak  bersalah  namun  dalam  hal  ini  demi  pelayanan  terhadap  yang  dirugikan dalam  rangka  mengembangkan  kesejahteraan  dan  keadilan. Sedangkan  restitusi  adalah  ganti  kerugian  yang  diberikan  oleh si pelaku  atau  oleh  pihak  ketiga, karena  telah  melakukan  perbuatan  melawan hukum  yang  menimbulkan  kerugian  kepada  pihak  korban. Kompensasi diatur di  dalam Pasal 95 KUHAP  sampai dengan Pasal  96 KUHAP  dan restitusi  diatur di dalam Pasal 98 KUHAP  sampai dengan Pasal 101 KUHAP. 
BAB III
TUJUAN  DAN  MANFAAT  PENELITIAN

A.Tujuan Penelitian            

            Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk  menganalisis   sebab-sebab    hukum  pidana  belum  efektif   di  da-   

    lam  memberikan       perlindungan   kepada      perempuan   dari  kejahatan-

    kejahatan    seksual  yang  dilakukan   dengan  kekerasan.
      2. Untuk   menganalisis     kendala-kendala   yang    dihadapi     serta     usaha- 
          usaha    yang   dapat    dilakukan   untuk   mengatasi   kendala-kendala   ter-  

    sebut.

B.Manfaat  Penelitian
                Adapun manfaat dari penelitian hukum ini adalah:

1.Manfaat Teoritis

    a. untuk  menunjang  ilmu pengetahuan  di  bidang ilmu hukum, khususnya  

        Hukum Acara Pidana, yang  akan  berguna  dalam  meningkatkan  pelak- 
        sanaan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi.

    b. untuk  meningkatkan  kemampuan dan ketrampilan penulis dalam bidang  

        penelitian.

2.Manfaat Praktis

    a. untuk      menambah  informasi  faktual  tentang  penerapan  perlindungan 

        hukum  pidana  kepada  perempuan dari  kekerasan  seksual;
    b. untuk  menambah  kelengkapan  bahan-bahan  pustaka  mengenai proses  

         peradilan pidana;
    c.  untuk  memberikan  masukan-masukan  kepada   Pemerintah, khususnya   

         lembaga-lembaga  pembentuk  peraturan  perundang-undangan terutama  

         dalam   penyusunan  peraturan  perundang-undangan  tentang   atau  me- 

         nyangkut permasalahan dalam proses peradilan pidana.

BAB  IV

METODA  PENELITIAN

A.Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian  deskriptif normatif yang bersifat eksplanatoris, yaitu suatu penelitian  dalam  bidang  hukum yang dimaksud untuk memberikan gambaran tentang keadaan atau gejala-gejala lainnya dengan  maksud untuk  mempertegas hipothesa-hipothesa  agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama  atau  di  dalam  menyusun teori-teori.
 Vredenbergt  sebagaimana dikutip oleh Soejono dan H. Abdurrahman membedakan  penelitian  deskriptif  ke dalam : (1).penelitian yang bersifat menjelajah atau eksploratif; (2).penelitian yang bersifat deskriptif; dan (3).penelitian yang menerangkan (eksplanatoris) atau penelitian yang bersifat menguji satu atau beberapa hipothesis (testing research).
 

Menurut Johnny  Ibrahim, penelitian  yuridis  normatif  yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.
 Karakter  utama dalam penelitian  hukum  normatif terletak  pada  sumber data yang digunakan di dalam melakukan pengkajian hukum.

Rumusan  normatif  yang  digunakan  di dalam penelitian hukum ini adalah normative doctrinal  yang artinya bertumpu  pada pencarian asas-asas hukum positif  yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan  yang bersangkutan. Pencarian  asas-asas hukum positif  dimaksudkan untuk selanjutnya diterapkan di dalam mengatasi suatu perkara in concreto.
B.Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu mengkaji dan menelaah peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan proses peradilan dalam kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan. Namun dalam hal ini, tidak mengabaikan implementasinya di dalam kehidupan masyarakat yang sebenarnya.

Dalam  penelitian hukum ini, peneliti mengkaji dan menelaah peraturan  perundang-undangan yang berkaitan dengan proses peradilan pidana khususnya perkara-perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan. Penelitian hukum ini lebih besifat normatif namun tidak mengabaikan  data  yang diperoleh secara empiris, karena dengan mendasarkan  pada  segi  normatif  saja permasalahan yang hendak dipecahkan  tidak akan berhasil diselesaikan secara baik. Dalam  rangka inilah, ilmu hukum memerlukan bantuan ilmu di luar ilmu hukum secara indisipliner. Kesadaran inilah yang oleh pakar hukum disebut kajian socio legal studies.
 Dalam socio legal studies  dikaji  faktor-faktor  eksternal di luar hukum, seperti faktor sosial, faktor ekonomi, faktor politik dan lain sebagainya. Socio legal studies mengkonsepsikan hukum sebagai norma dan sekaligus sebagai realitas.

C.Metode Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan, yaitu dengan menggunakan kuesioner yang disusun secara terbuka maupun tertutup dan dengan mengadakan wawancara dengan para responden. 

Data sekunder diperoleh dengan cara menelaah bahan-bahan hukum yang ada relevansinya dengan penelitian yang terdiri dari :
a. Bahan hukum primer, berupa :

1) Norma dasar Pancasila

2) Peraturan dasar : Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

3) Peraturan perundang-undangan mengenai proses peradilan pidana terhadap perkara-perkara tindak pidana kekerasan  seksual  terhadap perempuan. 

4) Yurisprudensi yang berkaitan dengan masalah penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta penggunaan upaya paksa.  

b. Bahan hukum sekunder, berupa :

1) Hasil karya ilmiah para sarjana yang relevan dengan materi penelitian.
2) Hasil-hasil penelitian yang relevan dengan materi penelitian.

c. Bahan hukum tersier, berupa :

1) Bibliografi yang relevan dengan materi penelitian.

2) Kamus/ensiklopedia yang relevan dengan materi penelitian.

Dalam menentukan sampel penelitian, penulis menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

a. Menentukan lokasi penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta.
b. Menentukan Sampel dan Responden

Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu menunjuk secara langsung sample yang akan diteliti sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, karena alasan yang terdapat dalam populasi. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka responden terdiri dari :

1) Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta.
2) Hakim pada Pengadilan  Negeri  Yogyakarta.
3) Paralegal/advokat yang ada di LBH Rifka Annisa.
Penelitian ini direncanakan dalam waktu 9 (sembilan) bulan terhitung sejak mulai disetujuinya usulan penelitian ini. Secara umum pelaksanaannya meliputi : 
a. Persiapan penelitian selama 1 (satu) bulan, mempersiapkan bahan-bahan pustaka dan penyusunan materi penelitian daftar wawancara dan daftar kuesioner.
b. Pelaksanaan penelitian, yaitu melaksanakan pengumpulan data di lapangan selama 3 (tiga) bulan.
Penyusunan laporan penelitian berupa penyusunan data-data hasil penelitian, pembuatan laporan, penggandaan dan seminar hasil penelitian selama 2 (dua) bulan.
D. Metode Analisa dan Penyajian Data
Analisa dilakukan secara kuantitatif dengan mentabulasikan data-data yang masuk yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para responden dan data-data yang diperoleh dari instansi-instansi yang bersangkutan untuk kemudahan dianalisa secara kualitatif dengan dukungan kepustakaan yang berkaitan dengan hal tersebut. 
Data-data yang terkumpul dari penelitian ini dianalisa secara normatif kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari norma-norma hukum positif. Kualitatif karena data-data yang relevan dengan materi penelitian diinventarisir lalu dikonsultasikan secara kritis dengan norma-norma hukum positif untuk selanjutnya dicari pemecahannya sehingga suatu simpulan tentang hukum  positif  in  concreto yang dicari.
Data  tersebut  di  atas  kemudian penulis sajikan di dalam Bab V Hasil-hasil Penelitian  dan  Pembahasan, khususnya mengenai hal-hal dari studi kepustakaan sebagian penulis sajikan dalam Bab II. Tinjauan Pustaka. Adapun  simpulan  dari  data tersebut, penulis sajikan di dalam Bab VI. Penutup.
BAB  V

HASIL  PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor  yang Menyebabkan  Hukum  Pidana  Belum Efektif  di  Dalam   Memberikan  Perlindungan  Hukum kepada Perempuan dari  Kejahatan-kejahatan   Seksual  yang  Dilakukan  dengan Kekerasan
Kejahatan seksual  atau  sexual offences mengandung pengertian yang lebih  sempit  dibanding    dengan kejahatan kesusilaan  atau  moral offences.     Kejahatan-kejahatan  seksual diatur   di  dalam  Bab  XIV.  Tentang  Kejahatan       Terhadap  Kesusilaan, Buku  II. Wetboek  van  Strafrecht  voor Nederlandsch      Indie yang menurut UU Negara Republik Indonesia No.1 Tahun 1946 tentang      Peraturan Hukum Pidana   jo   UU  Negara  Republik  Indonesia No.73 Tahun      1958 tentang Menyatakan Berlakunya UU No.  1  Tahun 1946 Untuk Seluruh      Wilayah  Indonesia  dan  Mengubah  UU  Hukum Pidana atau Kitab Undang-     Undang Hukum Pidana  atau  disebut  juga dengan  KUHP). Kejahatan seksual      yang dilakukan  dengan  kekerasan  berupa perkosaan  dewasa  ini menunjuk-       kan  peningkatan  kuantitas  maupun  peningkatan  kualitas. Pelaku kejahatan      tidak  hanya  didominasi  oleh orang dewasa, melainkan juga  oleh anak-anak      dan pelaku  itu tidak hanya didominasi oleh orang  yang  berpendidikan  tinggi,       tetapi juga oleh orang yang berpendidikan rendah. Dan,  pelaku tidak hanya      orang lain yang sama sekali tidak dikenal, melainkan juga  oleh  orang  yang      sudah dikenal/dipercaya  oleh korban  atau  bahkan  oleh   ayah  atau saudara      kandung sendiri dari korban.
Adapun faktor-faktor  yang menyebabkan  Hukum  Pidana  belum efektif  di  dalam   memberikan  perlindungan  hukum kepada perempuan dari  kejahatan-kejahatan   seksual  yang  dilakukan  dengan kekerasan adalah, sebagai berikut :
1. Perumusan  delik-delik  kekerasan  seksual terhadap wanita di  dalam      pasal-pasal  KUHP  tersebut  juga  mencerminkan budaya  patriarkhi  yang dianut  pada masa itu. Budaya  patriarki  tersebut  pula yang memunculkan konsep “offence  against  property” bukan masalah    moralitas sehingga menjadi “sexual offence”;
2. Peraturan perundang-undangan  hukum pidana masih membedakan  antara 

tindak pidana “perkosaan” dengan tindak pidana “bukan perkosaan”;
3. Peraturan perundang-undangan hukum pidana masih membedakan antara tindak pidana “persetubuhan” dengan tindak pidana “perbuatan cabul” tanpa memberikan penjelasan mengenai batasan apa yang dimaksud “persetubuhan” dan apa yang dimaksud “perbuaan cabul”;
4. Peraturan  perundang-undangan   hukum   pidana  yang sudah  ada  belum  dapat   memberikan  “sarana” yang   memadai bagi kaum  perempuan yang menjadi    korban dari tindak pidana tersebut dalam beracara melalui  sistem peradilan  pidana di  Pengadilan;
Ad.1.Perumusan  delik-delik  kekerasan  seksual terhadap wanita di  dalam      pasal-pasal  KUHP  tersebut  juga  mencerminkan budaya  patriarkhi  yang dia-      nut  pada masa itu. Patriarkhi  merupakan istilah untuk menyebut kekuasaan      laki-laki, hubungan kuasa dengan  apa  laki-laki menguasai wanita  dan untuk      menyebut  sistem  yang  membuat  wanita  tetap dikuasai melalui bermacam-     macam cara.
 Budaya  patriarki  inilah  yang  menimbulkan  terjadinya sikap      apriori  dan  diskriminatif  terhadap kaum perempuan pada masa itu terutama      pada  saat  proses   pembentukan  peraturan  perundang-undangan di lembaga      legislatif.  Sylvia Walby  dalam  Theorising  Patriarchy,   menyatakan bahwa      patriarki  merupakan  suatu  sistem  dari  struktur   dan  praktik-praktik  sosial      dalam mana kaum laki-laki menguasai, menindas, dan menghisap perempuan.     Pemahaman  bahwa  patriarki  itu  merupakan  suatu  sistem   membantu   pe-      rempuan  menolak  pendapat determinisme biologis (pendapat yang menyata-      takan bahwa laki-laki dan perempuan itu secara alamiah berbeda  karena bio-      logisnya  atau  badannya  dan  karena  itu  mendapatkan  peran   yang   berbe-      da)  atau  pendapat yang menyatakan bahwa  setiap  laki-laki  selalu berada      dalam  posisi dominan  dan  setiap  perempuan  selalu  berada  dalam    posisi      subordinat.
 
Masalah  yang  berkaitan  dengan  patriarki bermula dari pemahaman    terhadap  gender  yang  keliru  di  dalam masyarakat selama ini. Gender sebenarnya merupakan peran  dan kedudukan  seseorang yang dikonstruksikan oleh      masyarakat  dan  budayanya  karena  seseorang  lahir  sebagai perempuan atau lahir    sebagai  seseorang  laki-laki. Peran  dan  kedudukan  gender  itu  tidak      universal  sebab   ia  nonkodrati   dan   diperoleh   dari   masyarakatnya,  oleh      sebab  itu  ia dapat direkonstruksikan  dan  hal ini merupakan ide dan cita-cita     sejumlah tokoh wanita melalui gerakan feminisme  dan para pemerhati  kaum     perempuan.
 Gerakan  feminisme  yang dibidani oleh sejumlah tokoh wanita,      seperti Gillian Pascall, Susan Sellers, Valerie Bryson, Frances Heidenson, dan      lain-lain  merubah  agenda  kebijakan sosial dan  politik yang ada selama ini,      sebagaimana diungkapkan sebagai berikut :
     Feminism  is    now  identified  as  a  social  movement  that  has  changed  the 
     agenda   of   politics  and  social  policy. In  a  review  of   1980s social policy 
     developments ………….  In  its  “second wave”,  feminism      has  taken social 
     policy  as  major  part  of   its  political,  practical  and  academic work, which 
     includes  refugees  and  crisis  centres  issues  of   abortion   and  reproductive 
     technology, and care for children  and older people …….

Menurut Ita F. Nadia, kejahatan  seksual  tidak  bisa  terlepas  dari ideologi  gender  yang  ada  selama  ini. Ideologi  gender  melahirkan perbedaan      posisi  perempuan  dan   laki-laki  yang   diyakini  sebagai  kodrat dari Tuhan  yang  tidak  dapat dirubah. Perbedaan  posisi  itu  menciptakan  ketidakadilan      dalam bentuk subordinasi, dominasi, deskriminasi, marginalisasi, yang  merupakan  sumber  utama  dari  tindak kekerasan  terhadap  perempuan.
  Kekerasan  terhadap   perempuan   mempunyai  arti kekerasan  yang berdasar pada gender yang akibat-nya dapat berupa kerusakan  atau penderitaan fisik, psikis,  seksual  pada  perempuan, termasuk  di  sini  paksaan  atau  perampasan yang semena-mena  atas  kemerdekaan, baik yang terjadi di tempat uumum atau di dalam  kehidupan  pribadi  seseorang. Kekerasan  terhadap  perempuan  dapat   meliputi tetapi  tidak  terbatas  pada perbuatan-perbuatan :
1. Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi di dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual terhadap anak-anak perempuan dalam rumah tangga, kekerasan yang bertalian dengan mas kawin yang tidak dibayarkan, perkosaan yang terjadi di dalam ikatan perkawinan, perusakan kemaluan perempuan dan praktik-praktik tradisional lain yang merugikan kaum perempuan, kekerasan yang terjadi di luar hubungan suami isteri dan kekerasan lain yang tidak berhubungan dengan eksploitasi;
2. Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi di dalam masyarakat umum, termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan seksual dan ancaman-ancaman di tempat kerja, di sekolah-sekolah dan di mana saja, serta perdagangan perempuan maupun pemaksaan pelacuran;

3. Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dibiarkan saja oleh negara di manapun terjadinya.

Budaya  patriarki  tersebut  pula yang memunculkan konsep “offence  against  property”  karena   perempuan dianggap sebagai milik  orang tuanya  bagi  perempuan yang  belum  menikah   atau  milik  suaminya  bagi   perempuan  yang   sudah  menikah, makanya ada “delik  perzinahan” untuk   melindungi  harga  diri  suami. Budaya  patriarkhi  itu  pulalah  yang menyebabkan  anak  harus  mengikuti  perkataan  orang tua, termasuk  memaksa  anak untuk     menikah seseorang yang disukai orang tuanya.
Permasalahan  kekerasan  terhadap  perempuan  merupakan   masalah    moralitas. Moralitas  bukan  sekedar  perbuatan  yang benar, tetapi  perbuatan    benar  atas  dasar  suatu prinsip. Moralitas yang dikehendaki adalah moralitas   yang  berdasar  prinsip-prinsip  universal   dan   bebas   dengan   menekankan      pentingnya memperlakukan semua orang sama.
 Kebijakan kriminal tidak lagi   menempatkan  perempuan  sebagai  objek  kepemilikan (“offence against      property”), melainkan sebagai kejahatan seksual (“sexual offence”).
       Ad.2. Peraturan  perundang-undangan  hukum pidana  masih   mendefinisikan 

tindak pidana “perkosaan” sebagai sesuatu perbuatan yang khas dan tindak pidana lain yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana disyaratkan dianggap “bukan perkosaan”. Tidak dikenal adanya perkosaan yang disebut dengan marital rape atau perkosaan terhadap isteri sendiri. Di dalam KUHP terdapat pasal yang membuat pelaku, yang apabila di dalam terminology asing/di luar negeri disebut dengan marital rape dapat terkena sanksi pidana, yaitu di dalam Pasal 288 KUHP. Rumusan perbuatan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :
                Pasal  288  KUHP :                
                (1). Barangsiapa    bersetubuh     dengan  seorang   wanita  di  dalam  

                       pernikahan,   yang  diketahui       atau  sepatutnya  harus  diduga   

                       bahwa   sebelum  mampu  dikawin, diancam, apabila  perbuatan    

                       mengakibatkan  luka-luka, dengan  pidana  penjara  paling  lama 

                       empat  tahun.

                (2). Jika  perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pida- 

                       na  penjara  paling  lama  delapan  tahun.

Rumusan  perbuatan  tersebut, yang merupakan  tindak pidana  ini  terjadi  dikarenakan oleh  masih  banyaknya  praktik  pernikahan    usia  anak/ perkawinan  di  bawah umur, sebagaimana diberitakan  dalam  media massa berikut :
………  Perkawinan  anak  di desa ini  terus  terjadi  sejak  dulu  hingga  kini. Bedanya, jika perkawinan  anak  pada  zaman  dulu  terjadi  karena  faktor  ke- miskinan  dan  norma  sosial  serta  budaya,   saat  ini  perkawinan  anak  dido- minasi  karena  pengaruh pergaulan  dan  teknologi  informasi.Hasnawati (40), warga  setempat, mengaku  menikah  pada  usia  sekitar 13-14 tahun.   Keluar- ganya  dari  keluarga  miskin.    Namun,  ketika  menikah  pun  dia  tidak   bisa mengubah  hidupnya, bahkan  anaknya  yang  baru  lulus  sekolah  dasar    pun harus  menikah  pada  usia  muda.

Sebelumnya, di  harian  yang  sama  dikatakan,  bahwa pernikahan usia anak  di  Indonesia  masih  tinggi, yaitu  berada  di  peringkat  ketujuh dunia.
 Ada kalanya orang tua memaksa anak  melakukan pernikahan, padahal dia sendiri tidak mau menikah di usia muda. Regulasi  Negara masih    mendukung  usia  perkawinan  dini  ini, menurut  UU  Negara   RI No.1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan, usia  minimal  perkawinan  19  (sembilan belas) tahun  untuk  laki-laki  dan  16 (enam belas) tahun untuk perempuan. Meski sejumlah pihak keberatan dan berupaya menentang perkawinan anak, Mahkamah Konstitusi RI pada tahun 2015 memutuskan perkawinan  anak  dizinkan, jika perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Tindak pidana perkosaan terdapat di dalam KUHP sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 285 KUHP, sebagai berikut :
          Barangsiapa   dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 

          seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam 

          karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua 

          belas tahun.

Kekerasan seksual tersebut dikenal dengan istilah kejahatan “perkosaan”. Istilah “perkosaan” disebutkan dalam  tindak  pidana  yang bersangkutan, sehingga  perkosaan  sebagai  tindak  pidana  terdiri  dari  unsur-unsur, sebagai berikut :
a. dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

b. memaksa seorang wanita;

c. bersetubuh dengan dia; dan
d. di luar perkawinan.

Dengan  demikian, suatu  perbuatan  seksual  terhadap    seorang  wanita  yang       dilakukan  oleh  seseorang (lelaki)  bukan  merupakan  tindak  perkosaan, apa     bila  tidak  memenuhi  syarat-syarat  tersebut. 
Di  dalam  rumusan  delik tersebut  disebutkan “bersetubuh”,  yang dimaksud “perbuatan  bersetubuh”   menurut  para  pakar tidaklah  sama. Menurut  R. Soesilo, yang    dimaksudkan  dengan  “persetubuhan” adalah  peraduan  antara  anggota  kemaluan  laki-laki     dan  perempuan yang biasa dikerjakan/ dijalankan  untuk  mendapatkan  anak,  jadi  anggota  laki-laki   harus masuk  ke  dalam  anggota   perempuan  sehingga  mengeluarkan  air  mani  sesuai Arrest  Hooge Raad  tanggal  5  Pebruari  1912.
 Menurut Abul A’la Al Maududi, persetubuhan  itu  cukup orang    yang   bersangkutan  memasukkan  alat  kelaminnya  ke  mulut  vagina  tanpa harus menggerak-gerakan segala sesuatunya  sebagaimana lazimnya dikerjakan dalam  setiap  persetubuhan  secara sempurna.
 Pendapat    yang  sama  dikatakan  oleh Noyon-Langenmeyer, van Bemmelen   dan  van Hattum,   bahwa      ejaculatio  tidak penting, penetrasi yang paling ringan yaitu masuknya ujung       penis (glans penis) di  antara  labium mayor  (bibir luar) vagina   sudah dapat       dikatakan  sebagai  coitus, baik  itu  diakhiri  ataupun   tidak   diakhiri dengan       orgasmus atau  ejakulasi.

Di dalam perbuatan  sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 285 KUHP secara  implisit perempuan yang diperkosa  dalam keadaan sadar, bagaimana   jika  si   perempuan dalam  keadaan  tidak  sadar/tidak  berdaya  atau  pingsan,  maka  bukan  lagi  perkosaan  namanya   apalagi  di  dalam Pasal 286 KUHP      perbuatan tersebut dirumuskan tersendiri, sebagai berikut :
                Pasal  286  KUHP :

          Barangsiapa  bersetubuh  degan  seorang  wanita  di luar pernikahan, 

          padahal   diketahui bahwa  wanita itu  dalam  keadaan  pingsan  atau  

          tidak     berdaya,   diancam  dengan  pidana    penjara    paling   lama    

          sembilan tahun.

Menurut  ilmu  biologi  sebagaimana  diungkapkan  oleh  Sofwan Dahlan,  bahwa  perempuan  dapat  disetubuhi  dalam  keadaan  aktif  maupun  pasif.  Perempuan  yang  sedang  dalam  keadaan  tidak  sadar  atau   bahkan   sudah   meninggal  dunia  masih  dapat  disetubuhi  oleh   pelaku    (seorang laki-laki).   Sedangkan  laki-laki  tidak  bisa  melakukan  persetubuhan  dalam  keadaan pasif, oleh  karenanya  tidak  ada  laki-laki  yang  menjadi  korban   perkosaan    yang  dilakukan  oleh  pelaku   yang    berjenis  kelamin    perempuan.
  Keadaan  biologis  demikian   ini  mengakibatkan  seorang  perempuan    dapat  disetubuhi   meskipun  dia  “tidak  berkemauan”  dan  “tidak  memberikan persetujuan”  juga  tidak  dalam  keadaan  mengalami “paksaan” atau  “kekerasan  atau  ancaman  kekerasaan”. Oleh  sebab  itu, pemisahan  Pasal 286  dan  Pasal 285 KUHP  adalah   tidak  logis,  apalagi    dikaitkan  dengan  rumusan  dalam Pasal 287 KUHP.

Rumusan  tindak  pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 287   KUHP, adalah sebagai berikut : 
                  Pasal 287 KUHP :

                  (1). Barangsiapa  bersetubuh   dengan   seorang  wanita  di  luar  perka- 

                         winan, padahal  diketahui  atau  sepatutnya  harus   diduga,  bahwa 

                         wa umurnya  belum lima  belas  tahun, atau    kalau umurnya tidak 

                         ternyata, bahwa belum mampu dikawin,  diancam    dengan pidana 

                         penjara paling lama sembilan tahun;

                  (2). Penuntutan  hanya  dapat  dilakukan atas pengaduan,  kecuali   jika 

                         umurnya   wanita  belum  sampai  dua  belas  tahun   atau  jika ada 

                   salah  satu hal tersebut Pasal 291 dan Pasal 294.

Mulyana W. Kusuma  sebagaimana  dikutip  oleh   Abdul     Wahid    dan     Muhammad  Irfan  menyatakan  terdapat  berbagai  macam   perkosaan  atau      rape, yaitu  atas  sebagai  berikut :

a. Sadistic Rape :

Perkosaan sadistis, artinya  pada  tipe  ini  seksualitas  dan  agresif  berpadu  dalam  bentuk  merusak. Pelaku telah nampak menikmati kesenangan erotic bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.
b. Angea Rape :
Penganiayaan seksual  yang bercirikan seksualitas  menjadi  sarana  untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seolah-olah merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas frustasi-frustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaaan hidupnya.
c. Domination Rape :
Yakni suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.
d. Seductive Rape :
Suatu       perkosaan  yang  terjadi  pada  situasi-situasi  yang  merangsang, yang tercipta  oleh  kedua belah pihak. Pada mulanya korban  memutuskan bahwa  keintiman  personal  harus  dibatasi  tidak  sampai  sejauh   keseng- gamaan. Pelaku  pada  umumnya  mempunyai keyakina membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tanpa mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

e. Victim Precipitatied Rape :

Yakni perkosan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

f. Expolitation Rape :

Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang  diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawananan dengan posisi  perempuan yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya, isteri yang diperkosa  oleh  suaminya  atau  pembantu  rumah  tangga  yang  diperkosa  oleh majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya kepada pihak yang berwajib.

g. Date Rape :
Perkosaan di dalam perkencanan, artinya perkosaan itu terjadi karena pelaku dengan korban saling kenal dan menjalin hubungan cinta kemudian terjadi hubungan seksual di antara mereka, tetapi hal tersebut di luar keinginan si korban  (perempuan) tersebut. Istilah ini ditawarkan oleh Robin Warshaw dalam buku “I Never Called It Rape”.

h. Acquaintance Rape :
Perkosaan yang dilakukan oleh tunangan, artinya  perkosaan tersebut terjadi karena dorongan emosi sesaat  sehingga berakhir pada dilakukannya hubungan seksual di antara mereka, tetapi hal tersebut di luar keinginan si korban. Istilah ini juga ditawarkan pertama kali oleh Robin Warshaw dalam buku  “I Never Called It Rape”.
Hasil  wawancara  dengan  para  responden  di  wilayah hukum Pengadilan 

Negeri Yogyakarta menunjukkan, sebagai berikut :

	
	Jaksa PU
	Hakim
	LBH Rifka Annisa

	Pendapat menge-nai rumusan tin- dak pidana perko- saan sbgmn Pasal

285 KUHP
	Kurang setuju karena sudah tidak sesuai dengan jaman sekarang
	Kurang setuju karena sudah tidak sesuai dengan jaman sekarang 
	Kurang setuju karena sudah tidak sesuai dengan jaman sekarang

	Pasal 285 KUHP merugikan korban
	Ya, korban merasa sangat dirugikan
	Ya,korban merasa sangat dirugikan
	Ya, korban merasa sangat dirugikan

	Pasal 285 KUHP mensyaratkan ada-

 nya persetubuhan
	Yang dimaksud dengan persetu- buhan beda-beda
	Yang dimaksud dengan persetubu-han beda-beda
	Yang dimaksud persetubuhan anta- ra penegak hokum dengan korban tidak sama


Ad.3.Peraturan  perundang-undangan  hukum  pidana  masih membedakan  

antara tindak pidana “persetubuhan” dengan tindak pidana “perbuatan cabul” tanpa memberikan penjelasan mengenai batasan apa yang dimaksud “persetubuhan” dan apa yang dimaksud “perbuaan cabul”. Jadi, dalam  hal  ini  rumusan tindak  pidana  “perkosaan”  tersebut dibuat berdampingan/ sama dengan  rumusan tindak   pidana  “perbuatan cabul”. Hal demikian terlihat     sebagaimana  tindak pidana yang dirumuskan   di  dalam  Pasal 289  KUHP, yang  berbunyi  sebagai  berikut : 
          Pasal  289  KUHP :

          Barangsiapa dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  memak-

          sa seorang  untuk  melakukan  atau   membiarkan  dilakukan   perbu- 

          atan    cabul, diancam  karena  melakukan  perbuatan  yang   menye-  

          rang  kehormatan   kesusilaan,  dengan  pidana penjara  paling  lama  

          sembilan  tahun.

Demikian  pula  di  dalam rumusan  Pasal  290 KUHP, yang  berbunyi sebagai     berikut :

                      Pasal 290  KUHP :

          Diancam dengan pidana penjara paling  lama tujuh  tahun :

          ke-1. Barangsiapa    melakukan   perbuatan  cabul   dengan   seorang                      

                   padahal   diketahui,   bahwa   orang  itu    pingsan   atau    tidak  

                   berdaya;

          ke-2. Barangsiapa    melakukan     perbuatan   cabul  dengan seorang 

                   padahal    diketahui  atau    sepatutnya    harus    diduga, bahwa  

                   umurnya   belum lima  belas tahun  atau  kalau  umurnya  tidak 

                   ternyata, bahwa  belum  mampu  dikawin;

          ke-3. Barangsiapa    membujuk    seeseorang  yang     diketahui  atau  

                   sepatutnya    harus  diduga, bahwa umurnya  belum lima  belas  

                   tahun    atau   kalau   umurnya    tidak   ternyata,  bahwa belum  

                   mampu dikawin, untuk  melakukan  atau  membiarkan  dilaku-  

                   kan   perbuatan  cabul,   atau   bersetubuh di  luar    pernikahan 

                   dengan orang  lain.

Dalam rumusan  pasal  tersebut  di  atas  Pembuat Undang-Undang  menggunakan  kata  “perbuatan  cabul” dan   perbuatan  itu   dilakukan     terhadap       “korban  di  bawah umur  (minderjarig)”. Anehnya  lagi, perbuatan   membiarkan  “perbuatan  cabul”  ada  pidananya  tetapi  membiarkan   “perkosaan”      tidak  ada pidananya. Di dalam  “perbuatan cabul”   terdapat beberapa perbuatan yang juga    diancam  dengan  pidana  sebagaimana  dimaksud  di   dalam beberapa pasal   KUHP, yaitu : 

a. membiarkan dilakukannya perbuatan tersebut;

b. memberi  atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan;

c. melakukan hubungan sedarah  (incest) dengan anak  kandung, dan lain sebagainya;

d. melakukan perbuatan dengan anak  tirinya, anak angkatnya, anak  di  bawah pengawasannya,  atau   dengan orang  yang   pemeliharaannya, pendidikan  atau   penjagaannya  diserahkan  kepadanya  ataupun   dengan    bujangnya  atau  bawahannya; atau
e. menghubungkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan tersebut.

Adapun pasal-pasal  KUHP  tersebut, adalah sebagai berikut :

           (1).Pasal  293  KUHP :

           (1). Barangsiapa  dengan  memberi   atau   menjanjikan    uang  atau  

                  barang, menyalahgunakan perbawa  yang  timbul  dari hubung- 

                  an    keadaan,   atau   dengan  penyesatan  sengaja   menggerak-  

                  kan    seorang  yang  belum   cukup   umur   dan   baik   tingkah  

                  lakunya, untuk  melakukan  atau   membiarkan   dilakukan  per-  

                  buatan  cabul    dengan  dia,    padahal  tentang     belum  cukup 

                  umurnya  itu   diketahui  atau  selayaknya  harus  diduga,  dian- 

                  ancam dengan pidana penjara  paling  lama lima  tahun.

           (2). Penuntutan   hanya   dilakukan   atas    pengaduan   orang  yang  

                  terhadap  dirinya dilakukan  kejahatan  itu.

           (3). Tenggang tersebut dalam  Pasal 74, bagi  pengaduan ini  adalah 

                  masing-masing sembilan bulan dan dua  belas bulan.

           (2).Pasal  294  KUHP :

           (1). Barangsiapa    melakukan     perbuatan  cabul  dengan  anaknya, 

                  anak  tirinya, anak angkatnya, anak  di  bawah pengawasannya, 

                  yang  belum   cukup  umur,    atau   dengan orang  yang   belum  

                  cukup  umur   yang  pemeliharaannya, pendidikan  atau   penja-

                  gaannya  diserahkan  kepadanya  ataupun   dengan    bujangnya  

                  atau  bawahannya yang belum  cukup  umur, diancam  dengan 

                  pidana  penjara paling  lama  tujuh  tahun.

           (2). Diancam dengan  pidana yang  sama :

                  ke-1. Pejabat  yang   melakukan  perbuatan  cabul dengan orang 

                           yang   karena  jabatan   adalah  bawahannya,  atau dengan 

                           orang  yang  penjagaannya dipercayakan  atau  diserahkan 

                           kepadanya.

                  ke-2. Seorang  pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas  atau  

                           pesuruh  dalam  penjara, tempat pekerjaan Negara, tempat 

                           pendidikan,    rumah    piatu, rumah    sakit, rumah    sakit 

                           ingatan  atau  lembaga  sosial, yang  melakukan perbuatan 

                           cabul  dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.

           (3).Pasal  295  KUHP :

           (1). Diancam :

                  ke-1. Dengan   pidana     penjara    paling     lama    lima  tahun,  

                           barangsiapa    dengan     sengaja     menghubungkan  atau  

                           memudahkan  dilakukannya  perbuatan cabul  oleh  anak-

                           nya, anak  tirinya,  anak  angkatnya, atau  anak  di  bawah 

                           pengawasannya    yang    belum   cukup   umur, atau  oleh 

                           orang   yang belum  cukup  umur  yang  pemeliharaannya, 

                           atau  penjagaannya    diserahkan kepadanya, ataupun oleh 

                           bujangnya  atau    bawahannya  yang  belum cukup umur, 

                           dengan  orang lain;

                  ke-2. Dengan pidana  penjara paling lama empat tahun, barang- 

                           siapa dengan sengaja menghubungkan  atau memudahkan  

                           perbuatan  cabul  kecuali  tersebut ke-1 di atas  yang  dila- 

                           kukan  oleh orang yang diketahui belum   cukup umurnya  

                           atau  yang   sepatutnya   harus   diduga  demikian, dengan 

                           orang lain.

           (2). Jika  yang  bersalah, melakukan kejahatan itu sebagai pencarian 

                  atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.

Dalam rumusan  pasal  tersebut  di  atas  Pembuat Undang-Undang  menggu-  nakan  kata  “perbuatan  cabul”    dan   perbuatan  itu   dilakukan     terhadap      “korban  di  bawah umur  (minderjarig)”. Perempuan   di  bawah umur  belum        paham  akan  risiko  yang  dihadapinya    dengan  melakukan  “persetubuhan”        jadi  menurut  Pembentuk  Undang-Undang  ini  sama  artinya  dengan  mem       beri persetujuan.

       Kemudian, terdapat   pula   rumusan     “pemberatan  pidana” sebagaimana  dicantumkan di   dalam   Pasal 291 KUHP dan  Pasal 298  KUHP, yaitu sebagai berikut :

                                Pasal 291 KUHP :

           (1). Jika  salah satu   kejahatan  yang  diterangkan  dalam Pasal 286, 

                  287, 289  dan  290   mengakibatkan luka-luka  berat, dijatuhkan 

                  pidana penjara paling lama dua  belas tahun.

           (2). Jika  salah   satu  kejahatan yang  diterangkan  dalam Pasal 285, 

                  286, 287  dan  290  itu   mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana 

                  penjara paling  lama lima  belas  tahun.

       Apabila  kita  membandingkan  tindak  pidana  yang  sama (perkosaan)  yang   terdapat  di dalam  rumusan  KUHP  Malaysia,  maka  dapat  dikatakan        KUHP Malaysia  lebih baik  daripada  Indonesia.Rumusan  tindak  pidana  itu         adalah  sebagai  berikut :
Pasal 375

Laki-laki   dikatakan  melakukan  perkosaan , tidak  termasuk   kasus  yang tersebut  dikecualikan  sesudah  ini, yang  melakukan  hubungan   seks  de- ngan  seorang  wanita  dalam  keadaan  yang  termasuk  salah satu dari hal-hal  yang  tersebut  di  bawah  ini :
Pertama  - Bertentangan dengan kemauannya;

Kedua     - Dengan  persetujuannya, bila  persetujuannya  diperoleh  deng-

                  an memberikan  ancaman  mati  atau  cedera  kepadanya;

Ketiga     - Tanpa persetujuannya;

Keempat - Dengan  persetujuan, bila  orang laki-laki tersebut   mengetahui

                  bahwa  ia   bukan   suaminya, dan   persetujuannya     diberikan  

                  karena   ia   percaya    bahwa  ia  adalah  seorang  laki-laki  lain 

                  yang  ia  dengannya       atau  percaya  dirinya  secara  sah  akan  

                  dikawini  atau  kepadanya  ia  akan  memberikan  persetujuan;

Kelima    - Dengan  atau  tanpa  persetujuannya, bila  ia berumur  di bawah

                  empat  belas  tahun;

Pengecualian : Hubungan  seks oleh  seorang  laki-laki     dengan  isterinya  

                         sendiri, isteri  yang  tidak  berumur  tiga  belas  tahun    bu-  

                         kan perkosaan. 
Dalam RUU-KUHP 2015 masih terdapat  pemisahan tindak pidana  perkosaan dan perbuatan  cabul yang terdapat  di  dalam  Pasal 491 (perko- kosaan) dan Pasal 492 sampai dengan Pasal 500 (perbuatan cabul). Di dal- am  perumusan  delik  perkosaan, sebagai berikut :
                  (1).Dipidana   karena  melakukan   tindak   pidana  perkosaan,   dengan

pidana  penjara  paling  singkat  3  (tiga)  tahun  dan paling lama 12   

(dua belas) tahun;

a.laki-laki  yang  melakukan  persetubuhan  dengan  perempuan   di   

   luar  perkawinan, bertentangan   dengan   kehendak     perempuan 

   tersebut;
b.laki-laki  yang  melakukan  persetubuhan  dengan  perempuan  di 

   luar  perkawinan, tanpa  persetujuan  perempuan  tersebut;

c.laki-laki   yang    melakukan  persetubuhan    dengan  perempuan, 
   dengan  persetujuan  perempuan  tersebut, tetapi  persetujuan ter-  

   sebut  dicapai  melalui  ancaman  untuk  dibunuh  atau  dilukai;
d.laki-laki   yang  melakukan   persetubuhan     dengan  perempuan,

   dengan    persetujuan   perempuan     tersebut  karena  perempuan  

   tersebut  percaya   bahwa  laki-laki  tersebut  adalah      suaminya  

   yang  sah;

e.laki-laki  yang   melakukan    persetubuhan     dengan  perempuan  

   yang  berusia  di  bawah 18 (delapan belas) tahun, dengan  perse- 

   tujuannya; atau

f.laki-laki   yang   melakukan    persetubuhan   dengan  perempuan,  

   padahal  diketahuinya  bahwa  perempuan  tersebut  dalam    kea-  

   daan  pingsan  atau  tidak  berdaya.
                  (2).Dianggap  juga  melakukan  tindak  pidana  perkosaan, jika  dalam  

                        keadaan  sebagaimana   dimaksud  pada  ayat (1) :
a.laki-laki       memasukkan  alat  kelaminnya  ke  dalam  anus  atau 

   mulut  perempuan; atau

b.laki-laki   memasukkan    suatu   benda   yang  bukan  merupakan

   bagian  tubuhnya  ke  dalam vagina  atau  anus  perempuan.

                  (3).Jika  salah satu  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pa- 

                        sal  491  mengakibatkan  luka  berat  atau  mengakibatkan  matinya  

                        orang   maka    pembuat  tindak    pidana   dipidana  dengan  pidana   

                        penjara   paling   singkat 3 (tiga)  tahun  dan  paling  lama  15 (lima 

                        belas)  tahun.

Bandingkan  dengan  perumusan  delik   perbuatan  cabul  sebagaimana  dicantumkan  dalam  Pasal  492  RUU  KUHP  di bawah  ini : 
                        Pasal 492 RUU KUHP Tahun 2015 :

Setiap  orang   yang    dengan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan  
memaksa  seseorang  melakukan  atau  membiarkan  dilakukan  pa- 

da  dirinya  perbuatan cabul, dipidana karena  melakukan perbuatan 
menyerang  kehormatan  kesusilaan,  dengan pidana penjara  paling 
lama 9 (sembilan)  tahun.

RUU  KUHP  ternyata  masih  menggunakan   kata “persetubuhan” dan “perbuatan  cabul”  tanpa  memberikan  penjelasan  apa    yang  dimaksud       dengan  “persetubuhan”   dan  apa  yang dimaksud  dengan   “perbutan cabul”        itu. Kemungkinan  pembuat  RUU KUHP  lupa  akan  hal  itu  dan  menganggap      masyarakat  awam  sudah  tahu artinya tanpa memberikan penjelasan.
Di  dalam  peraturan  perundang-undangan  di  luar   KUHP,    juga  terdapat  perbuatan-perbuatan  yang  diancam  dengan  pidana, seperti di  dalam UU Negara RI No.23 Tahun 204 tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga. Di  dalam  UU Negara RI No. 23 Tahun  2004 tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga  terdapat  batasan-batasan,  yaitu  sebagai  berikut :

Pasal 2 UU No.23 Tahun 2004 :

(1). Lingkup  rumah  tangga  dalam Undang-Undang  ini  meliputi :

       a. suami, isteri, dan  anak;

       b. orang-orang  yang  mempunyai  hubungan  keluarga  dengan  orang     

           sebagaimana  dimaksud  pada  huruf   a   karena    hubungan  darah, 

           perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan  perwalian,  yang menetap  

           dalam  rumah  tangga; dan/atau

       c. orang  yang  bekerja  membantu  rumah  tangga  dan  menetap   dal- 

     am  rumah  tangga  tersebut.
            (2). Orang  yang  bekerja  sebagaimana  dimaksud  pada  huruf   c    dipan-  

                   dang  sebagai  anggota  keluarga  dalam  jangka  waktu  selama   bera-  

       da  dalam  rumah  tangga  yang  bersangkutan;

dan  dalam  Pasal  8 UU No.23 Tahun 2004  tentang Penghapusan  Kekerasan      Dalam  Rumah Tangga yang  menyatakan, sebagai  berikut :

Pasal 8 :

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

c. pemaksaan  hubungan  seksual  yang  dilakukan  terhadap  orang  yang  menetap  dalam  lingkup  rumah  tangga  tersebut;

d. pemaksaan  hubungan  seksual     terhadap  salah  seorang  dalam  ling-  kup    rumah  tangganya  dengan     orang  lain  untuk tujuan  komersial dan/atau  tujuan  tertentu.

Kekerasan  seksual   yang   dimaksud   di dalam  UU Negara  RI  No.23  Tahun 2004 tentang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga  tersebut adalah sebagai  berikut :
1.Pasal 46 UU No.23 Tahun 2004 :
Setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  kekerasan  seksual  sebagaima- na  dimaksud   dalam   Pasal 8  huruf  a  dipidana   dengan  pidana  penjara  paling  lama 12 (dua belas) tahun  atau  denda  paling banyak  Rp. 36. 000. 000,00 (tiga  puluh  enam  juta  rupiah).

2.Pasal 47 UU No.23 Tahun 2004 :
Setiap  orang   yang  memaksa  orang  yang  menetap  dalam  rumah  tang- ganya  melakukan  hubungan  seksual  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pa- sal 8 huruf  b  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  4 (empat)  tahun  dan  pidana  penjara  paling  lama 15 (lima  belas) tahun atau  denda  paling  sedikit  Rp.12.000.000,00 (dua  belas  juta  rupiah) atau  denda  pa-  ling  banyak  Rp.300.000.000,00 (tiga  ratus  juta  rupiah).

3.Pasal 48 UU No.23 Tahun 2004 :
Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 46  dan Pasal 47   mengakibatkan  korban  mendapat  luka  yang  tidak  memberi  harap-  an  akan   sembuh  sama  sekali,    mengalami  gangguan  daya  pikir   atau kejiwaan     sekurang-kurangya  selama  4 (empat)  minggu  terus  menerus atau  1 (satu) tahun   tidak  berturut-turut, gugur    atau  matinya  janin  dal- am  kandungan, atau   mengakibatkan  tidak   berfungsinya  alat  reproduk- si, dipidana  dengan     pidana  penjara  paling  singkat  5 (lima) tahun  dan  pidana  penjara  paling  lama  20 (dua  puluh)   tahun   atau   denda   paling  sedikit  Rp.25.000.000,00 (dua  puluh  lima  juta rupiah) dan  denda paling  banyak  Rp.500.000.000,00 (lima  ratus  juta  rupiah).

Dalam  UU Negara  RI No. 23 Tahun 2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdapat ketentuan yang menyebabkan seorang suami  atau  seorang isteri  yang  melakukan kekerasan seksual  terhadap isteri  atau  suaminya  diancam  dengan  pidana (domestic violence). Ketentuan    tersebut  diatur  di  dalam  Pasal 53 UU Negara   RI No.  23  Tahun 2004 tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga, sebagai berikut : 

Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana  dimaksud  dalam   Pasal 46 yang dilakukan  oleh  suami    terhadap isteri  atau  sebaliknya  merupakan  delik  aduan.

Jadi, menurut  ketentuan  Pasal 53 UU No.  23 Tahun 2004  tindak  pidana  ini      merupakan  delik  aduan dan bukan delik biasa.
Hasil  wawancara  dengan  para  responden  di  wilayah hukum Pengadilan 

Negeri Yogyakarta menunjukkan, sebagai berikut :

	
	Jaksa PU
	Hakim
	LBH Rifka Annisa

	KUHP membeda-kan antara “perse-tubuhan” dengan “perbuatan cabul” tanpa memberi penjelasan apa yg dimaksud dengan apa itu “persetu-buhan” dan apa itu “perbuatan cabul”
	Beda antara tindak pidana “persetubu-han” dengan tin- dak pidana “perbuatan cabul”, rumusannya perlu diperbaiki
	Beda antara tindak pidana “persetubu-han” dengan tin- dak pidana “perbuatan cabul”, rumusannya perlu diperbaiki
	Beda antara tindak pidana “persetubu-han” dengan tin- dak pidana “perbuatan cabul”, rumusannya perlu diperbaiki 

	Pasal-pasal yg me-muat rumusan tin-dak pidana “perse-tubuhan” berbeda dengan yg memu-at rumusan tindak pidana “perbuatan cabul”
	Ya, korban merasa sangat dirugikan
	Ya,korban merasa sangat dirugikan
	Ya, korban merasa sangat dirugikan


Belum  lagi  permasalahan  memperkerjakan  perempuan   dan     anak-anak  secara illegal  yang  semakin  marak .   Tindakan  memperkerjakan    perempuan      untuk  menjadi  pemandu  karaoke, pelacur,  dan  lain  sebagainya  merupakan  sesuatu  yang  illegal,  karena  bukan  atas  kehendak sendiri  yang    bersangkutan.  Dalam  media    massa Indonesia (Harian Kompas) diberitakan,       bahwa sebagai berikut :
                   Jajaran  Kepolisian  Resort  Kota  Besar  Bandung,  Jawa  Barat,   me- 

      mulangkan  dua       anak  perempuan  di  bawah  umur  yang  menjadi  korban 

      kejahatan  perdagangan  manusia di Palembang, Sumatera  Selatan,   ke    kota  

      asal  mereka  di  Kota Bandung……… Mereka  diiming-imingi   pekerjaan  di  

      sebuah  karaoke  dengan gaji  tinggi.

Indonesia  dinilai  termasuk  sumber  utama   perdagangan   perempuan,  anak-anak   dan   laki-laki, baik    sebagai   budak   seks   maupun   korban  kerja  paksa, maka  sekitar  tahun 2007  Pemerintah   membuat       pengaturan/  regulasi   mengenai   tindak    pidana    perdagangan  orang  dengan  mencabut     Pasal  297  KUHP    yang berisikan  ketentuan  yang  sama  terdapat  di  dalam   KUHP. Undang-undang  tersebut    adalah  UU Negara RI  No. 21 Tahun 2007  tentang  Pemberantasan   Tindak  Pidana   Perdagangan   Orang. Di dalam Undang-undang  tersebut  terdapat  batasan-batasan, sebagai  berikut :

Pasal 1 angka 1 UU No.21 Tahun 2007:

Perdagangan  orang  adalah   tindakan  perekrutan, pengangkutan,  penam- pungan, pengiriman, pemindahan, atau  penerimaan  seseorang dengan  an-    caman  kekerasan, penggunaan  kekerasan,  penculikan,   penyekapan,  pe- malsuan, penipuan, penyalahgunaan  kekuasaan   atau  posisi  rentan   pen-  jeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat, sehingga  mempero-  leh  persetujuan  dari  orang  yang  memegang   kendali    atas  orang    lain  tersebut, baik  yang  dilakukan  di  dalam Negara  maupun    antar  Negara, untuk  tujuan  eksploitasi  atau  mengakibatkan  orang tereksploitasi.

Pasal 1 angka 7 UU No.21 Tahun 2007 :
Eksploitasi  adalah  tindakan  dengan     atau    tanpa  persetujuan    korban  yang  meliputi  tetapi  tidak  terbatas  pada  pelacuran, kerja  atau  pelayan- an  paksa, perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,  penindasan,  pe- merasan, pemanfaatan  fisik, seksual, organ  reproduksi  atau   secara   me-  lawan  hukum  meniadakan   atau   mentransplantasi  organ   dan/ atau   ja-  ringan  tubuh   atau   memanfaatkan  tenaga   atau    kemampuan seseorang  oleh  pihak   lain  untuk  mendapatkan   keuntungan  baik materiil  maupun  immateriil.

Pasal 1 angka 8 UU No.21 Tahun 2007 :
Eksploitasi  seksual   adalah   segala    bentuk    pemanfaatan  organ  tubuh seksual  atau  organ  tubuh  lain  dari  korban  untuk   mendapatkan   keun-  tungan, tetapi   tidak  terbatas  pada  semua  kegiatan  pelacuran  dan   pen- cabulan.

Di  dalam  undang-undang  tersebut  terdapat  beberapa  hal  yang  menimbulkan       praktik  yang  keliru  terhadap  pemahamannya/interprestasi  seperti  yang  terjadi  di  dalam  kasus berikut :
          Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  menyesalkan   langkah  Ke-  

      polisian  Resort   Tapanuli  Utara  yang  menghentikan  penyidikan  kasus per-  

      dagangan  anak    atas  alasan  telah  dimediasi. Penghentian  itu  dinilai   tidak   
      mempunyai  landasan  hukum  dan  melukai  rasa  keadilan  anak.   ………… .
      …………………………………………………..
                   Sesuai  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

      Anak Indonesia, mediasi  dan penghentian  penyidikan  hanya  bisa  dilakukan 

      Jika  pelaku  dan  korban  merupakan  anak  atau  pelaku  merupakan anak dan 

      korban  adalah orang dewasa.

Ad.4.Peraturan  perundang-undangan   hukum   pidana  yang sudah  ada  belum  dapat   memberikan  “sarana” yang   memadai bagi kaum  perempuan yang menjadi    korban dari tindak pidana tersebut dalam beracara melalui  sistem peradilan  pidana di  Pengadilan, serta di   dalam memperoleh  ganti kerugian, baik yang  bersifat  kompensasi maupun  restitusi. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh  negara,  karena  negara merasa   ikut  bertanggung jawab  atas terjadinya tindak pidana yang  bersangkutan. Sedangkan,  restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh  pelaku  tindak  pidana karena perbuatannya  telah  menimbulkan   kerugian fisik  maupun psikisnya.
Di samping itu, di dalam beracara korban harus mendapatkan jaminan perlindungan tidak hanya sebagai saksi, tetapi sebagai manusia yang hak-haknya yang merupakan hak asasi telah dilanggar karena suatu tindak pidana. Apalagi, dia disuruh menceritakan pengalamannya sebagai korban perkosaan baik di tingkat penyidikan, tingkat penuntutan maupun di tingkat pemeriksaan di depan pengadilan.
Hasil  wawancara  dengan  para  responden  di  wilayah hukum Pengadilan 

Negeri Yogyakarta menunjukkan, sebagai berikut :

	
	Jaksa PU
	Hakim
	LBH Rifka Annisa

	KUHAP belum bi-sa memberikan kompensasi dan restitusi
	Ganti kerugian yang berupa kom-pensasi penting selain restitusi.
	Ganti kerugian yang berupa kom-pensasi penting selain restitusi.
	Ganti kerugian yang berupa kom-pensasi penting selain restitusi.

	Tekanan psikis belum dipikirkan
	Tekanan psikis sa-at memberikan ke-terangan di hadap-an Penyidik, Jaksa dan Hakim
	Tekanan psikis sa-at memberikan ke-terangan di hadap-an Penyidik, Jaksa dan Hakim
	Tekanan psikis sa-at memberikan ke-terangan di hadap-an Penyidik, Jaksa dan Hakim


     B.  Kendala-kendala  yang   dihadapi   serta   usaha-usaha   yang dapat 
           dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut
Kendala-kendala  yang  dihadapi   di   dalam  perlindungan  hukum   terhadap  perempuan dari kekerasan seksual  itu  berupa : (1).Kondisi   perempuan  itu   sen-diri,    yaitu : (a).Perempuan  lebih  tidak  bersedia  bertindak  radikal   diban- dingkan   laki-laki; (b).Perempuan  memiliki lebih  sedikit  kelompok  yang  tidak   disukai  dibandingkan  laki-laki; (c).Perempuan  yang  intoleran  lebih  sedikit di-  bandingkan  laki-laki; (d).Masih  rendahnya tingkat  otonomi  perempuan  untuk   mengambil keputusan  dalam  hidupnya  dibandingkan  laki-laki;  (e).Masih    ren- dahnya jumlah   perempuan  yang  mendukung   pandangan    dan   sikap   proges- sif  tentang  jender; dan (f).Masih  rendahnya  jumlah  perempuan  yang     mendu- kung  pandangan  dan  sikap   prokeadilan  jender.

Hal  itu  juga  disampaikan  oleh  Wahid  Foundation  sebagaimana   dilansir  di  dalam  harian  Kompas, sebagai  berikut :
 
Perempuan  lebih  tidak  bersedia  bertindak  radikal   dibandingkan   laki-laki. Perempuan  memiliki  lebih  sedikit  kelompok  yang  tidak   disukai    dibandingkan  laki-laki.  Perempuan  yang  intoleran  lebih     sedikit  dibandingkan  laki-laki.  Masih  rendahnya  tingkat  otonomi  perempuan  untuk   mengambil  keputusan  dalam  hidupnya  dibandingkan  laki-laki.  Masih rendahnya jumlah  perempuan  yang  mendukung  pandangan  dan  sikap  progessif   tentang  jender.  Masih  rendahnya  jumlah  perempuan  yang     mendukung  pandangan  dan  sikap  prokeadilan  jender.

Dan yang ke-(2), yaitu perlunya  dibentuk  undang-undang  bersifat  komprehensif   untuk  melindungi  korban  dan mencegah  kekerasan  seksual  di  masyarakat.      Regulasi yang sudah ada tidak  hanya  diskriminatif,  yang  menempatkan  laki-laki  sebagai  pelaku  kekerasan  pada  perempuan. Sebagaimana  diungkapkan   di  dalam  media  massa  yang  sama,    sebagai  berikut  :
Untuk  melindungi  korban  dan  mencegah kekerasan  seksual  di   masyarakat,  Indonesia  membutuhkan  undang-undang  bersifat  komprehensif.  Kehadiran  regulasi  itu  penting  karena  pengaturan   kekerasan seksual  tersebar  di  beberapa  undang-undang,  seperti dalam   Kitab Undang-Undang   Hukum Pidana.  Chairul Huda, pakar  hukum  pidana  dari   Universitas  Muhammadiyah  Jakarta  menyatakan : Jika  alasannya  peraturan       perundang-undangan tak  efektif,  bisa  jadi   masalahnya  bukan  di  hilir, melainkan  di  hulu.  Euis  Sunarti,  Guru Besar Bidang  Ketahanan  dan  Pemberdayaan    Keluarga Insitut  Pertanian  Bogor  (IPB)  menilai   selain  diskriminatif ,  karena   focus     perempuan,  RUU     Penghapusan  Kekerasan  Seksual   memakai   paradigma feminisme  yang  tidak  sesuai  dengan  norma  yang  dianut  umumnya    keluarga  dan  masyarakat  Indonesia.

Adapun  usaha-usaha   yang dapat   dilakukan  untuk   mengatasi  kendala-     kendala   tersebut  adalah  sebagai  berikut :(1).sosialisasi  pendidikan  seksual  sejak  usia  dini;(2).pemberdayaan perempuan; dan (3).menyediakan  relawan  pendamping korban; dan (4).mengupayakan pemberian ganti kerugian yang bersifat kompensasi sebagai wujud pertanggungjawaban Negara dalam memperhatikan kaum perempuan. Sebagaimana  diungkapkan   oleh   Robin        Warshaw   di   dalam   bukunya   yang  berjudul  “ I  never  called  it  rape”  mengungkapkan  sebagai  berikut :

       
America  was  just  starting  to  acknowledge  its problem. Rape  conseling  
       centers  and support  groups opened  in  many  cities  and  towns, and women 
       began talking about  their  experiences  and working in positive ways  to fight 
       back  against  the  effects  of  sexual  assaults  ………… . .  Although  official 
       response  was still  slow  in coming, police  and  prosecutorial  procedur’s  in  
       many  states  changed  to  offer  more  support  for victims. Rape  laws    were 

       rewritten  to  place  a  greater  emphasis  on  protecting  victim’s   rights, and  
       some  states   developed  more  effective  ways  to  investigate  and  prosecute  
       rape complaints.
 
Ad.4. Kompensasi  adalah  ganti  kerugian  yang  diberikan oleh  negara  yang  diwakili  oleh  pemerintah,  karena  pemerintah  meskipun  tidak  bersalah  namun  dalam  hal  ini  demi  pelayanan  terhadap  yang  dirugikan dalam  rangka  mengembangkan  kesejahteraan  dan  keadilan. Sedangkan  restitusi  adalah  ganti  kerugian  yang  diberikan  oleh si pelaku  atau  oleh  pihak  ketiga, karena  telah  melakukan  perbuatan  melawan hukum  yang  menimbulkan  kerugian  kepada  pihak  korban. Kompensasi diatur di  dalam Pasal 95 KUHAP  sampai dengan Pasal  96 KUHAP  dan restitusi  diatur di dalam Pasal 98 KUHAP  sampai dengan Pasal 101 KUHAP. 
Kompensasi harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut : (1).kerugian di bawah jumlah maksimal tertentu tidak dipertimbangkan, misalnya : kerugian yang diderita korban adalah sejumlah Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah); (2).kompensasi berlaku pada batas maksimum, misalnya batas maksimum kerugian korban adalah sejumlah Rp.50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah); (3).kompensasi ditolak jika korban menerima sejumlah pembayaran dari lembaga lain, misalnya korban sudah menerima dari P.T. Jasa Rahardja sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan (4).tidak dikenal pewarisan hak untuk menanggung beban kompensasi. Sedangkan, restitusi harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut : (1).kejahatan tersebut harus dilaporkan ke Penyidik dan ditindak lanjuti dalam proses peradilan; (2).pelaku kejahatan tersebut harus dijatuhi pidana oleh hakim; (3).korban mempunyai cukup waktu dan uang untuk mendapatkan para legal/pengacara/advokad yang akan mengajukan klaim di pengadilan; dan (4).pelaku kejahatan tersebut tergolong “mampu” atau mempunyai penghasilan yang cukup atau penghasilan tetap untuk memberikan restitusi.
Kompensasi diperuntukkan bagi tersangka/terdakwa/terpidana yang ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undamg atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan (lihat Pasal 95 ayat (1) KUHAP. Sedangkan, apabila melihat bunyi Pasal 98 ayat (1) KUHAP, maka restitusi diperuntukkan bagi orang yang merasa dirugikan dengan adanya kejahatan (korban kejahatan). Ada hambatan dalam proses peradilan pidana, sehingga kompensasi terhadap korban kejahatan dimunculkan dalam peraturan perundang-undangan, misalnya dalam Pasal 35 UU Negara RI No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang berbunyi, sebagai berikut :

(1).Setiap  korban  pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli 
      warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.
            (2).Kompensasi, restitusi, dan  rehabilitasi  sebagaimana  dimaksud  dalam 
                  ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM.
            (3).Ketentuan mengenai kompensasi,  restitusi,  dan  rehabilitasi  diatur  le-   

                  bih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

Pemerintah melalui UU Negara RI No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi  dan Korban jo UU Negara RI No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan jaminan perlindungan kepada korban. Jaminan perlindungan itu termaktub di dalam Pasal 5 ayat (1) UU Negara RI No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi  dan Korban jo UU Negara RI No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang berbunyi sebagai berikut :

Seorang Saksi dan Korban berhak :

a.memperoleh  perlindungan  atas  keamanan  pribadi,  keluarga, dan  harta 
   bendanya, serta bebas dari  ancaman  yang  berkenaan  dengan kesaksian 
   yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

b.ikut  serta  dalam  proses  memilih dan menentukan bentuk perlindungan 
   dan dukungan  keamanan;
c.memberikan keterangan tanpa tekanan;

d.mendapat penerjemah;

e.bebas dari pertanyaan yang menjerat;

f.mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;

g.mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;

h.mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;

i.mendapat identitas baru;

j.mendapatkan tempat kediaman baru;

k.memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan;

l.mendapat nasihat hukum; dan/atau

m.memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu  perlin- 

    dungan berakhir.

Namun sayangnya, hak-hak tersebut harus diajukan dan disetujui oleh LPSK sesuai bunyi Pasal 5 ayat (2) UU Negara RI No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi  dan Korban jo UU Negara RI No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagai berikut : 

Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.

Di samping, korban mendapatkan ganti kerugian yang bersifat kompensasi dan restitusi, korban juga merasa hak-haknya diberikan di dalam proses peradilan pidana. Jadi, korban merasa terlindungi oleh hukum yang berdaulat. Kepuasan emosional korban hanya dapat tercipta apabila terdapat kesesuaian antara korban dan pelaku mengenai penyelesaian masalah kejahatan itu dalam proses peradilan pidana.
BAB VI
PENUTUP
A.SIMPULAN
Berdasarkan  uraian-uraian  tersebut  di  atas,  maka dapat  disimpukan, se- sebagai  berikut :
1. Faktor-faktor  yang      menyebabkan  hukum  pidana  belum   efektif  di  dalam   

    memberikan  perlindungan  hukum kepada perempuan  dari  kejahatan-kejahat- 

    an   seksual  yang  dilakukan  dengan  kekerasan, adalah  sebagai  berikut :
a. Perumusan  delik-delik  kekerasan  seksual terhadap wanita di  dalam      pasal-pasal  KUHP  tersebut  juga  mencerminkan budaya  patriarkhi  yang dianut  pada masa itu. Budaya  patriarki  tersebut  pula yang memunculkan konsep “offence  against  property” bukan masalah    moralitas sehingga menjadi “sexual offence”;
b. Peraturan perundang-undangan  hukum pidana masih membedakan  antara tindak pidana “perkosaan” dengan tindak pidana “bukan perkosaan”;

c. Peraturan perundang-undangan hukum pidana masih membedakan antara tindak pidana “persetubuhan” dengan tindak pidana “perbuatan cabul” tanpa memberikan penjelasan mengenai batasan apa yang dimaksud “persetubuhan” dan apa yang dimaksud “perbuatan cabul”;
    d.  Peraturan perundang-undangan hukum   pidana  yang sudah  ada  belum  da-

         pat memberikan “sarana” yang   memadai bagi kaum  perempuan yang men- 
         jadi  korban dari tindak pidana tersebut dalam beracara melalui  sistem pera- 
         dilan  pidana di  Pengadilan;

2.  Kendala-kendala  yang  dihadapi   di   dalam  perlindungan    hukum   terhadap  

     perempuan  dari  kekerasan  seksual  itu  berupa : (1).Kondisi     perempuan  itu   

     sendiri,   yaitu : (a).Perempuan  lebih  tidak  bersedia  bertindak  radikal  diban-   

     dingkan   laki-laki; (b).Perempuan  memiliki lebih  sedikit  kelompok  yang  ti-  

     dak   disukai    dibandingkan  laki-laki; (c).Perempuan     yang  intoleran  lebih     

     sedikit  dibandingkan  laki-laki;   (d).Masih  rendahnya    tingkat  otonomi  per-  

     empuan  untuk   mengambil  keputusan  dalam    hidupnya  dibandingkan  laki-

     laki;  (e).Masih    rendahnya  jumlah   perempuan  yang  mendukung  pandang-   

     an    dan   sikap   progessif   tentang  jender; dan  (f).Masih  rendahnya  jumlah  

     perempuan  yang     mendukung  pandangan  dan  sikap   prokeadilan  jender.

     (2). Perlunya  dibentuk  undang-undang  bersifat  komprehensif   untuk  melin-

     dungi  korban  dan  mencegah  kekerasan  seksual  di  masyarakat. Regulasi  ti- 

     dak  hanya  diskriminatif  yang  menempatkan  laki-laki  sebagai  pelaku keke- 

     rasan  pada  perempuan. Adapun usaha-usaha  untuk   mengatasi  kendala-ken-   

     dala  tersebut  adalah  dengan : (a).sosialisasi  pendidikan  seksual  sejak  usia     
     dini; (b). pemberdayaan perempuan; dan (c).menyediakan relawan pendamping 
     korban. 
B.SARAN-SARAN
Berdasarkan  uraian-uraian  tersebut  di  atas,  maka  dalam  hal  ini   dapat  disarankan  sebagai  berikut :
1. Perlunya  sosialisasi      pendampingan     pada    korban-korban  kejahatan   seksual  terhadap  perempuan;
2. Perlunya     Undang-Undang Penghapusan  Kekerasan  Seksual   Terhadap Perempuan;

3. Perlunya  pendidikan  seksual  kepada  anak-anak  sejak  usia  dini. 
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